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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada 
Sistem Perluasan Ganjil Genap di Jakarta‛ bertujuan untuk menjawab 
pertanyaan: bagaimana praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada 
sistem perluasan ganjil genap di Jakarta? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta? 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di kota DKI Jakarta. 
Untuk memperoleh data di lapangan penulis melakukan wawancara (interview) 
dan dokumenter. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pola pikir yang digunakan 
adalah pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang umum ke 
dalam hal yang khusus. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor kendaraan 
yang sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Kedua, Jual beli plat 
nomor kendaraan bermotor yang dilarang yaitu jual beli yang di dalamnya ada 
identitas yang dipalsukan. Agama Islam melarang jual beli yang di dalamnya 
mengandung Tadlis atau penipuan dan adanya unsur pemalsuan. Konsep Islam 
mengenal dengan adanya Haram Lighairihi yakni bukan disebabkan oleh dzatnya 
yang haram akan tetapi keharaman ini muncul disebabkan oleh adanya penyebab 
yang lain. Sebenarnya ia termasuk jual beli yang diperbolehkan akan tetapi 
karena adanya unsur pemalsuan yang dilarang oleh Undang-Undang No 22 Tahun 
2009, yaitu karena jual beli tersebut mengganggu ketertiban identitas kendaraan 
dan mengecoh pihak kepolisian dalam menertibkan sisitem ganjil genap yang 
berlaku di DKI Jakarta. Dari praktik jual beli di atas maka penulis memberikan 
saran bagi berbagia pihak yang pertama, pihak kepolisian agar penegakan hukum 
yang berlaku harus membuat pelanggar jera. Kedua, bagi pihak samsat agar 
pembuatan TNKB lebih cepat.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan 
manusia, baik yang berkaitan dengan Allah langsung, atau yang berkaitan 
dengan sesama manusia. Seperti dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak 
pernah bisa terlepas dari yang namanya bertransaksi jual beli dengan 
orang lain. Jual beli sudah mereka kenal sejak zaman dahulu kala, sebelum 
mengenal alat jual beli mereka menggunakan sistem barter atau saling 
menukar barang. Namun setelah mereka sudah mengenal uang sistem 
barter sudah tidak digunakan lagi namun berubah dengan menggunakan 
alat tukar menukar yang bernama uang. Seiring dengan perkembangan 
zaman yang semakin modern banyak sekali barang-barang yang mereka 
beli tidak hanya bertumpu pada kebutuhan pokok saja. 
Jauh sebelum adanya Adam Smith dalam bukunya the wealth of 
nations pada tahun 1766 di benua Eropa, seorang pakar ilmuan muslim 
Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin, telah membahas 
peranan dan fungsi uang dalam sistem perekonomian. Beliau menjelaskan 
beberapa fungsi uang yaitu sebagai media tukar menukar. Dalam istilah 
perekonomian klasik uang tidak bisa memberikan kegunaan langsung 
(direct utility fucntion) artinya jika uang tersebut digunakan untuk 







































Selain sebagai alat tukar  uang juga berfungsi sebagai standart 
ukuran harga suatu komoditas dan jasa serta perbandingan komoditas 
yang satu dengan komoditas yang lain. Dahulu, pada sistem barter kita 
begitu kesulitan untuk mengetahui harga suatu komoditas dengan 
komoditas yang lainnya. Hingga akhirnya Allah memberikan petunjuk 
dan pengetahuan kepada manusia untuk membuat uang, sehingga uang 
tersebut bisa dijadikan standart nilai umum dalam menghitung suatu 
komoditas dan jasa. Hingga pada saat ini uang bisa kita gunakan sebagai 
alat tukar menukar dalam transaksi jual beli yang sah. 
Jual beli menurut hukum islam adalah, menukar barang dengan 
barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari 
yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan tanpa ada 
keterpaksaan dari salah satu pihak.
2
 Dengan kesepakatan atau perjanjian 
yang telah ditentukan oleh syara’ dan telah disepakati antara keduanya. 
Dalam praktiknya jual beli harus dilakukan secara benar dan sesuai 
dengan rukun dan syarat jual beli, agar tidak terjadi saling merugikan 
menghindari mudarat dan tipu daya. Serta hanya mendatangkan 
kemaslahatan untuk semua orang. Maka dari itu rukun jual beli terdiri 
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dari pihak penjual dan pihak pembeli, objek yang akan diperjual belikan 
serta akad kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3
 
Sementara syarat jual beli itu sendiri ada empat, yang pertama 
harus terpenuhinya akad, yang kedua pelaksanaan jual beli yang pada 
akhirnya akan berakibat pada hukum jual beli itu sendiri, yang ketiga 
adalah syarat mengikat antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir 
adalah syarat sah atau keabsahan akad jual beli. Adapun dengan adanya 
syarat-syarat tersebut, dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli 
yang dilakukan agar bisa membawa kebaikan bagi pejual dan pembeli 
serta tidak akan mendatangkan kerugian diantara keduanya.
4
 
Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 
bisa lepas dari keberadaan dan bantuan orang lain dan masyarakat. Salah 
satu sarana yang bisa digunakan untuk itu adalah transaksi jual beli yang 
dilakukan diantara mereka. Dengan adanya transaksi dalam jual beli, 
individu, masyarakat, dan negara dapat saling menukarkan barang untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya  dan hajat hidupnya. Di samping 
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, jual beli juga bisa 
dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah karena terdapat motivasi 
saling tolong menolong antar sesama manusia.
5
 
Maka dari itu Islam sebagai agama yang membawa kita ke jalan 
yang lurus sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi dalam batasan 
                                                          
3
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana,2009), 30 
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tertentu. Termasuk dalam kepemilikan alat produksi dan sekaligus faktor 
produksi. Yang pertama yaitu kepentingan masyarakat harus di atas 
kebutuhan individu, dan yang kedua Islam menolak dengan sangat keras 
pendapatan yang diperoleh oleh manusia secara tidak sah, apalagi dengan 
usaha yang akan dan bisa menghancurkan masyarakat.
6
 
Salah satu etika dalam jual beli haruslah jujur, sebagai seorang 
penjual maka seharusnya kita memperhatikan kualitas suatu barang yang 
akan kita jual kepada masyarakat, apakah barang tersebut mutunya baik 
dan sudah layak untuk kita perjual belikan kepada masyarakat. Mengenai 
kualitas suatu barang merupakan tanggung jawab kita sebagai pedagang, 
oleh sebab itu kita sebagai pedagang sudah seharusnya menjelaskan hal 
tersebut kepada pembeli sebelum mereka membeli barang dagangan 
tersebut. 
Apabila kita sebagai pedagang merahasiakan suatu cacat pada 
barang yang kita perjual belikan maka hal tersebut akan berdampak 
negatif pada diri kita sendiri. Suatu barang dapat dikatakan sebagai 
barang yang cacat apabila barang itu tidak aman, dan tidak memenuhi 
syarat-syarat keamanan yang sudah ditetapkan. Pengertian cacat sendiri 
juga sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 
1504 sampai pasal 1512. Yakni cacat yang ‚sungguh-sungguh‛ bersifat 
sama dan sedemikian rupa sehingga barang tersebut ‚tidak dapat 
digunakan dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya 
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yang dihayati oleh benda itu atau cacat yang mengakibatkan 
berkurangnya manfaat dari benda tersebut dari tujuan yang semestinya‛. 
‚Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain 
diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia 
juga diwajibkan mengganti segala biaya kerugian dan bunga kepada si 
pembeli‛.7 
Sebagaimana agama Islam sangat mengakui hak milik pribadi dan 
menjadikannya sumber ekonomi, maka hal itu akan benar-benar terwujud 
apabila ia berjalan di jalan yang benar dan tidak keluar dari porosnya atau 
dari batasan Allah. Diantaranya yaitu dengan cara memperoleh harta 
dengan jalan yang baik dan benar serta halal yang di syari’atkan dan 
mengembangkannya pula dengan jalan yang halal, oleh sebab itu hak itu 
harus kita lindungi. 
8
 
Salah satu hak kita yang wajib dilindungi adalah hak cipta yang 
menjadi salah satu hak dari  kekayaan intelektual. ‚Hak cipta adalah hak 
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan‛.9 Hak cipta yang asli dan bermanfaat untuk orang banyak 
digolongkan sebagai harta yang begitu berharga. Berbeda dengan 
pembajakan, ‚pembajakan sendiri adalah penggandaan ciptaan dan/atau 
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hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan 
dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi‛.  
Berkaitan dengan tindakan pengeksploitasi hak cipta, maka ada 
aturan khusus dalam hukum kontrak untuk memberikan posisi berunding 
yang kuat bagi pencipta dan dalam hal ini adalah lembaga pemungut 
royalty (collecting society) memiliki peranan yang sangat penting untuk 
menarik pembayaran kompensasi yang layak (reasonable remuneration) 
terhadap pengguna ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan pencipta.
10
 
Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara dengan 
pusat perniagaan palsu/pembajakan, seperti: film, barang-barang 
elektronik, kaset-kaset musik, software, hingga bukupun dapat 
diperjualbelikan dengan bebas. Potensi kerugian yang diakibatkan dari 
sistem pembajakan tersebut begitu besar meskipun langkah-langkah 
penindakan dan penertiban kerap kali dilakukan, nyatanya praktik 
pembajakan yang dilakukan oleh tangan-tangan usil manusia masih kerap 
saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  
Secara hukum positif, negara Republik Indonesia merupakan 
negara yang cukup produktif dalam membuat peraturan undang-
undangan. Khususnya mengenai hak kekayaan intelektual, diantaranya 
adalah Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur 
tentang hak cipta, Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Hak 
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Objek yang diperjual belikan dalam usaha jual beli plat nomor 
kendaraan pada sistem perluasan ganjil genap lebih menitikberatkan pada 
hal untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi 
penjual dengan mengabaikan sisi-sisi moral, perilaku, dan etika dalam jual 
beli dan mengabaikan hak cipta dalam pembuatannya. Sedangkan yang 
berhak mengeluarkan plat nomor adalah kepolisian.  
Adanya undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang jalan raya dan 
angkutan umum ternyata belum mampu menyelesaikan fenomena yang 
ada di lapangan. Fenomena ini terjadi di ibu kota Jakarta karena disanalah 
sistem perluasan ganjil genap diberlakukan, sehingga banyak penjual plat 
nomor yang sengaja menjual plat nomor kendaraan untuk menghindari 
sistem ganjil genap yang diberlakukan di Jakarta. 
Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti sangat tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 
22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor pada 
Sistem Perluasan ganjil Genap di Jakarta‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah-masalah yang bisa dikaji. Adapun masalah-masalah 
tersebut sebagai berikut: 
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 UU Paten & Merek dan Indikasi Geografis (cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 7 



































1. Praktik jual beli plat nomor kendaraan palsu 
2. Barang-barang akan yang diperjual belikan belum ada di tempat 
3. Barang-barang yang akan diperjual belikan mengandung unsur 
penipuan 
4. Adanya keinginan untuk memodifikasi plat nomor 
5. Adanya kekawatiran dengan sanksi yang akan diterima karena plat 
nomor yang  sudah kadaluarsa. 
6. Tidak adanya pihak-pihak berwajib yang mengontrol dan ikut 
mengawasi tentang penjualan plat nomor 
7. Adanya keengganan masyarakat untuk mengurus plat nomor resmi di 
SAMSAT 
8. Praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem 
perluasan ganjil genap di jakarta 
9. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap jual beli 
plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di 
Jakarta 
Dari hasil masalah tersebut maka muncullah beberapa pembahasan 
yang bisa dijadikan suatu pijakan sebagai objek penelitian, agar penelitian 
lebih terfokus pada batasan yang ada dan ruang lingkup persoalan yang 
akan dikaji. Maka dalam hal ini penulis akan membatasi dengan beberapa 
pokok-pokok pembahasan sebagai berikut: 



































1. Praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem 
perluasan ganjil genap di Jakarta 
2. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap jual beli 
plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di 
Jakarta 
C. Rumusan Masalah 
Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi 
ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada 
sistem perluasan ganjil genap di Jakarta? 
2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 
terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem 
perluasan ganjil genap di Jakarta? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan 
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan 




Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum 
menemukan penulisan atau penelitian yang sama yang membahas seperti 
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skripsi ini. Sementara yang membahas tentang praktik jual beli plat 
nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Arifin. S (2018) dengan judul 
‚Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli  Plat Nomor 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar‛ skripsi ini menyatakan 
bahwa ‚jual beli plat nomor diperbolehkan yaitu penjualan plat 
nomor yang sesuai dengan identitas TNKB‛. Proses jual beli ini 
diperbolehkan dengan alasan atau catatan sebagai pengganti sebelum 
keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi 
kehilangan atau kerusakan.
13
 Persamaannya sama-sama jual beli plat 
nomor kendaraan bermotor, Perbedaannya adalah pada skripsi ini 
objek yang diperjual belikan adalah barang yang palsu, dan untuk 
menghindari sistem ganjil genap yang telah berlaku pada hari itu. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Dani Andrean Rusmana (2018) dengan judul 
‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan 
Palsu (Studi Kasus di Kelurahan  Penengahan Kota Bandar 
Lampung)‛ skripsi ini menyatakan bahwa ‚objek yang di perjual 
belikan itu sendiri bukan merupakan barang yang najis dan 
diharamkan oleh islam, jual beli disini mengandung unsur 
kemanfaatan karena penjual telah membantu pembeli untuk tidak 
melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang lalu lintas, 
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yakni ketiadaan plat nomor dalam kendaraan‛.14 Persamaanya adalah 
barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang yang haram, 
najis dan dilarang oleh hukum islam, perbedaannya adalah jual beli 
plat ini termasuk mengandung unsur penipuan karena plat yang 
diperjual belikan tidak terdaftar  sesuai dengan identitas TNKB. 
Karena pembeli membeli plat ini semata-mata hanya untuk 
menghindari sitem ganjil genap. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Vanny Eka Putri (2018) dengan judul 
‚Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Tinjau dari 
Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang 
Timur, Padang Sumatra Barat‛ Skripsi ini menyatakan bahwa 
‚pelaksanaan akad transaksi jual beli plat nomor kendaraan palsu di 
Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung tidak sah‛, karena 
unsur tolong-menolong disini disalah artikan oleh penjual dan 
pembeli karena penjualan plat ini bertentangan dengan hukum yang 
telah ditetapkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. 
15
 
persamaannya dalam skripsi ini adalah hukum yang digunakan 
bertentangan dengan hukum positif yaitu UU No.22 Tahun 2009 
tentang lalu tintas dan angkutan jalan raya. Perbedaannya adalah 
penjual menjual plat nomor kendaraan palsu dikarenakan untuk 
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 Dani Andrean Rusmana, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan 
palsu (studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)‛, (Skripsi—UIN Raden 
Intan Lampung, 2018). 
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 Vanny Eka Putri, ‚Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Tinjau dari Perspektif 
Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatra Barat‛, ( 
Skrpsi--UIN Imam Bonjol Padang, 2018). 



































menolong masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan 
pada plat nomor kendaraan mereka sedangkan pada skripsi ini penjual 
menjual plat nomor kendaraan untuk menghindari sistem perluasan 
ganjil genap. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Taufik Y (2015) dengan 
Judul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor 
Kendaraan Bermotor di Yogyakarta‛ Skripsi ini menyatakan bahwa 
jual beli plat nomor ini diperbolehkan apabila sesuai dengan TNKB 
dan jual beli ini dilarang karena mengandung unsur penipuan.
16
 
Persamaannya adalah jual beli ini sama-sama diperbolehkan apabila 
sesuai dengan TNKB, sedangkan perbedaannya Skripsi Ini adalah 
penjual sengaja membeli plat nomor kendaraan untuk menghindari 
sistem ganjil genap dan melanggar Undang-Undang positif. 
5. Skripsi yang ditulis oleh Kusdedi (2017) dengan Judul ‚Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong 
(Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon 
Kabupaten Karawang Jawa Barat)‛ skripsi ini menyatakan bahwa 
hukum Islam dari jual beli ini adalah fa>sid  apabila sepeda motor yg 
diperjual belikan adalah hasil dari pencurian meskipun jual beli ini 
sah dan legal.
17
 Persamaannya adalah secara sekilas hukum jual beli 
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 Muhammamd Agus Taufik Y, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Plat Nomor  
Bermotor di Yogyakarta‛, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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 Kusdedi, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi 
Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)‛, 
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plat nomor kendaraan bermotor ini sah dan legal, sedangkan 
perbedaannya adalah onjek yang diperjual belikan adalah barang yang 
tidak sama. 
Demikian dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis 
dalam kasus ini masih baru dan belum pernah dibahas sebelumnya dan bukan 
merupakan duplikat dari penelitian yang terdahulu karena isi dan fokus 
penelitian yang sangat berbeda.  
E. Tujuan Penelitian 
Dilihat dari permasalahan dan beberapa pertanyaan yang muncul  
dalam rumusan masalah, maka tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 
penulis adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada 
sistem perluasan ganjil genap di Jakarta. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 
terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem 
perluasan ganjil genap di Jakarta. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini penulis berharap 
agar penelitian yang diteliti bisa bermanfaat dan mempunyai nilai guna 
bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait. Adapun harapan penulis untuk 
kegunaan dari penelitian ini ada dua yakni ditinjau dari segi teoritis dan 



































ditinjau dari segi praktik adapun kedua hal tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Secara Teoritis 
a. Memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum islam terutama 
yang berkaitan langsung dengan praktik jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di 
jakarta apakah hal tersebut bisa dibenarkan di dalam hukum 
Islam dan Undang-Undang positif yang saat ini berlaku di 
negara Republik Indonesia dan juga dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan dan keilmuan sehingga dapat 
memperdalam pengetahuan hukum islam pada mahasiswa 
khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah 
(muamalah). 
b. Diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu 
pengetahuan, bahan bacaan, referensi dan rujukan bagi peneliti 
selanjutnya dalam hal praktik jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor baik ditinjau dari segi hukum Islam dan Undang-
Undang positif. 
2. Secara Praktik 
Secara praktik dapat membantu masyarakat dalam memahami 
mengenai permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor pada sistem ganjil genap yang ada di Jakarta, dan 
mempertimbangakan aspek dari hukum Islam dan Undang-Undang 



































positif ketika melakukan transaksi jual beli Plat nomor kendaraan 
bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta yang mana 
sejak awal tidak sesuai dengan identitas TNKB dan sekaligus dapat 
memberikan solusi bagi permasalahan yang timbul dalam 
masyarakat. 
G. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian yang telah 
dijelaskan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan 
beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas agar dengan mudah bisa 
dipahami secara jelas sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam 
memahami judul ini, dan definisi operasional dari judul ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Hukum Islam merupakan suatu bentuk peraturan yang berdasarkan 
pada wahyu Allah dan Sunah Rasulullah SAW yang mana keberadaan 
hukum ini diperuntukkan agar bisa mengatur tingkah laku manusia  
al-mukāllaf yang diakui serta diyakini mengikat untuk semua orang 
yang beragama Islam.
18
 Dalam penulisan penelitian ini hukum Islam 
yang dipakai untuk dijadikan rujukan analisis adalah fiqh muamālah 
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dibidang bai’ yang 
dalam hal ini untuk menganalisis bagaimana hukum terhadap praktik 
jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil 
genap di Jakarta. 
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 Alaiddin koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 26 



































2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
adalah Undang-Undang yang mengatur tentang terwujudnya lalu 
lintas yang tertib, aman, selamat, lancar dan terpadu serta 
terwujudnya etika berkendara yang baik sesuai dengan budaya bangsa 
Indonesia. dan penegakan hukum bagi masyarakat serta kepastian 
hukum bagi masyarakat. Undang-Undang ini akan berlaku untuk 
menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan erat dengan registrasi dan 
identifikasi kendaraan bermotor, pendidikan berlalu lintas, rekayasa 
dan manajemen lalu lintas. 
3. Praktik jual beli adalah transaksi yang dilakukan antara penjual dan 
pembeli untuk saling tukar menukar barang dengan barang, atau 
barang dengan uang atas dasar saling merelakan antara keduanya. 
H. Motode Penelitian 
Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan oleh 
seseorang yang langsung melihat dan mengamati objek dalam kehidupan 
yang sebenarnya.
19
 Terhadap praktik jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta agar skripsi ini 
tersusun secara teratur, benar dan sistematis maka peneliti menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut:  
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 Arif Sukadi Sadiman, Metode dan Analisis Penelitian, (Jakarta: Erlangga, 1991), 37 



































1. Data Penelitian 
a. Data tentang praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor 
pada sistem perluasan ganjil genap di jakarta pada saat 
transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli. 
b. Data tentang bagaimana cara transaksi jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di 
jakarta di lakukan. 
c. Data tentang ketentuan hukum Islam dan UU No. 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 68 
ayat (1-6) tentang ‚setiap kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor‛.20 Yang dalam hal ini dapat dipakai oleh penulis 
untuk menganalisis praktik jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta. 
2. Sumber Data 
Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian kali ini bisa 
diperoleh dari beberapa sumber diantaranya yakni sebagai berikut: 
a. Sumber primer merupakan sumber yang bisa diperoleh oleh 
peneliti secara langsung dan merupakan suatu sumber yang 
utama yang akan menjadi dasar pijakan peneliti untuk 
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 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 



































menyajikan data secara formal dalam penelitian kali ini.
21
 
Dalam penelitian kali ini sumber yang didapatkan oleh peneliti 
terkait dengan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor 
pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta diantaranya: 
1) Penjual plat nomor kendaraan bermotor baik yang sesuai 
dengan identifikasi TNKB maupun yang tidak 
teridentifikasi. 
2) Pembeli plat nomor kendaraan bermotor yaitu masyarakat 
yang membeli plat nomor kendaraan bermotor. 
3) Pihak kepolisian yaitu aparatur negara yang mengetahui 
mengenai Undang-Undang positif 
b. Sumber sekunder merupakan bahan penelitian yang 
memberikan penjelasan secara langsung terkait dengan sumber 
bahan utama atau primer, seperti Undang-Undang hukum 
Positif, hasil dari penelitian para pakar terdahulu, dan juga 
doktrin atau pendapat para ahli hukum.
22
 Adapun data-data 
yang dimaksud meliputi: 
1) Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer 
2) Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam 
3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah 
4) Saiful Jazil, fiqih Muamalah 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 
2012), 119 



































5) Muhammad Yazid, Ekonomi Islam 
6) Imam Buchori, Siti Musfiqoh, Sistem Ekonomi Islam 
7) Sahroni, M Hasanuddin, Fiqih Muamalah 
8) Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah  
3. Tehnik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini peneliti 
menggunakan teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal 
yaitu dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
struktural pada permasalahan yang akan penulis bahas dalam 
karya ilmiah ini. Dan penulis akan mendapatkan informasi dari 
sumbernya secara bertatap muka secara langsung.
23
 Wawancara 
dalam penelitian ini dilakukan dengan penjual plat nomor 
kendaraan bermotor dan juga pembeli plat nomor kendaraan 
bermotor. Teknik wawancara yang biasa penulis gunakan 
adalah dengan jenis wawancara yang terstruktural sehingga 
tidak menyimpang dari wawancara yang ditetapkan. 
b. Dokumenter  
Dokumenter merupakan suatu data yang diperoleh dari 
penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, 
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 H.M. Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 
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peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumen yang 
bersifat resmi, dan hasil penelitian.
24
 Selanjutnya peneliti akan 
menggunakan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah  cara menganalisis data termasuk 




Data yang diperoleh ketika dilapangan kemudian akan 
dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik 
analisis yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis 
semua fakta yang ada di lapangan secara actual yang penulis ketahui. 
Selanjutnya penulis akan menganalisis dan menarik sebuah 
kesimpulan yang bisa memberikan pemahaman secara konkret untuk 
mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid. 
Adapun pola pikir yang akan penulis gunakan dalam 
penelitian kali ini adalah pola deduktif, yaitu pola pikir yang 
berangkat dari dalil-dalil umum kemudian akan ditarik sebuah 
kesimpulan yang akan bersifat bersifat khusus. 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar bisa memudahkan penulis dalam penyususun dan 
pennyelesaikan skripsi ini serta dapat memudahkan para pembaca dalam 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107 
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 Juliansyah, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 164 



































menelaah dan memahami isi dari penelitian kali ini, maka dibuatlah 
sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab  yaitu 
sebagai berikut: 
Bab pertama akan berisi pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan 
menggambarkan kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian 
serta dalam upaya untuk menemukan masalah secara sistematis.  
Bab dua akan berisi mengenai informasi tentang hukum Islam dan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu meliputi pengertian Jual beli, 
dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli 
dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. 
Uraian di atas akan dijadikan dasar untuk bisa mengetahui bagaimana 
hukum dan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem 
perluasan ganjil genap di Jakarta. Menurut Hukum Islam dan Hukum 
Posistif yang berlaku saat ini. 
Bab tiga akan membahas mengenai praktik jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta yang 
terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian seperti kondisi geografis, 
kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi budaya 
dan praktik jual beli plat nomor kendaraan pada sistem perluasan ganjil 
genap di jakarta. 



































Bab keempat merupakan inti sari dari penyusunan skripsi ini yang 
berisi tentang tinjauan hukum islam dan UU No. 22 tahun 2009 terhadap 
jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil 
genap di Jakarta yang akan digunakan untuk menganalisis praktik jual 
beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di 
Jakarta. 
Bab terakhir atau kelima merupakan penutup dari skripsi ini berisi 
mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk 












































KONSEP JUAL  BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 22 TAHUN 
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli (al-bai’) secara etimologi diambil darilain dari kata 
al-bai’ adalah at-tija>rah, al-mubādalah, dan al-shirā.26 Kata al-bai’ 
dalam bahasa arab sendiri biasanya digunakan untuk pengertian 
lawannya yaitu al-shirā. Dengan demikian kata al-bai’ berarti ‚Jual‛ 
dan sekaligus berarti kata ‚Beli‛.27 Kata ‚jual‛ menunjukkan adanya 
perbuatan menjual, sedangkan kata ‚beli‛ menunjukkan adanya 
perbuatan membeli. 
 ُةَل َباَقُم ِءْيَشِب ِءْيَش  
‚menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain‛28 
 
 Dengan demikian perkataan dari jual beli itu sendiri menunjukkan 
adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual 
dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual 
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 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73 
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), 113 
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 Zainuddin al-Malibari, Fa>t{hul Mu>’in, Ter. Abu Hiyadh, Dikutip Suqiyah Musa’faah dkk, 
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beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak 
yang saling menukar atau melakukan pertukaran.
29
 
Adapun menurut istilah  yang dimaksud dengan jual beli 
adalah sebagai berikut: 
a) Jual beli adalah: ‚pertukaran harta atas dasar saling merelakan 
atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 
(yaitu berupa alat tukar menukar yang sah)‛.30 
b) ‚Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima 
daripadanya  harga atas atas dasar kerelaan kedua belah pihak‛. 
 ٍصْوُصَْمَ ٍوْجَو ىَلَع ٍلَابِ ٍلاَم ُةَل َباَقُم 
‚Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang 
khusus (dibolehkan)‛.31 
 
Dalam pandangan ulama empat Madhab terdapat beberapa 
pendapat diantaranya: 
a. Madhab Hanāfi 
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 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), 139 
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 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (cet ke-10 Jakarta: Rajawali pers, 2016), 68 
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Tijāriy dalam Hukum Islam), (cet ke-1 Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 58 
 


































1) Makna khusus, yaitu ‚menukarkan barang dengan mata 
uang yakni emas dan perak dan sejenisnya. Kapan saja 
lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini‛. 
2) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya 
ada makna khusus ini. 
b. Madhab Māliki 




1) Pengertian untuk seluruh satuannya jual beli yang 
mencakup akad saraf, salam dan lain-lain. 
2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yakni  
suatu yang bisa dipahami dari lafal bai’ secara mutlak 
menurut ‘urf (adat istiadat atau kebiasaan). 
c. Madhab Hānbali 
Menurut Imam Hanbāli jual beli menurut syara’ yaitu 
menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat 
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d. Madhab Shāfi’i 
Menurut ulama Madhab Shāfi’i mendefinisikan 
bahwa yang dimaksud jual beli ialah akad penukaran harta 
dengan harta dengan cara tertentu.
35
 
Dari beberapa definisi jual beli di atas maka bisa diambil 
kesimpulan bahwa jual beli menurut istilah adalah saling tukar 
menukar harta dengan harta, yang biasanya berupa barang dengan 
uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan menggunakan 
akad tertentu dengan tujuan agar bisa memiliki barang tersebut. 
Objek dari jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang 
pengganti atas barang tersebut. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
a) Al- Qur’an 
Firman Allah dalam Qs. Al- Baqarah (2): 275 
 ْاٰو َِّبرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُالله َّلَحَاَو 
‚Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‛36 
 
Maksud dari dalil diatas ialah bahwasannya riba atau 
tambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta 
kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena 
pengunduran janji pembayaran itu sangatlah dilarang oleh 
                                                          
35
 Ibid.  
36
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Unit Percetakan Al-
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agama Islam akan tetapi agama memberikan jalan lain untuk 
memperoleh harta yaitu dengan cara bertransaksi jual beli 
antara penjual dan pembeli. 
Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 
 ْم اكِّبَّر ن ِّم الًْضَف اْوُغ َت ْ ب َت َْنأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل 
‚tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil 
Perniagaan) dari tuhanmu‛.37  
 
Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 29 
 ٍضَار َت ْنَع اةَرَِتِ َنْوُكَت َْنأ َلَِإ ِلِطَبْلِبِ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْمأ ْاوُلُكَْتَ َلَ اْو ُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّ َيَيَ ْمُكْنِم 
ا امْيِحَر ْمُكِب َناَك ََللَا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ ْاوُل ُتْق َت َلََو 
 
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu‛.38 
Yang dimaksud dari dalil Quran di atas adalah 
bahwasannya Allah melarang kita memakan atau mencari 
harta dengan jalan yang bathil atau menggunakan jalan yang 
dilarang oleh agama, kecuali dengan jalan perniagaan atau 
dengan jalan jual beli. Dan di dalam jual belipun harus ada 
unsur suka sama suka diantara penjual dan pembeli dan tidak 
boleh ada unsur keterpaksaan diantara keduanya. 
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b) Al- Hadis 
Merupakan dasar hukum yang berasal dari al-Sunah adalah 
sebagai berikut: 
Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ 
al-Bazar dan Hakim: 





‚Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang 
sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah 
ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan 
seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli 
yang jujur tanpa diiringi kecurangan)‛. 
Rasulullah SAW bersabda: 
َاَنَِإ : صلى الله عليه وسلم ِالله ُلوُسَر َلَق  ٍضَار َت ْنَع ِعْي َبْلا40  
‚Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus 
atas dasar saling merelakan‛. 
 
Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu 
Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid: 
 َع ِنْسَْلْا ِنَع ََةزَْحَ ِبَِأ ْنَع َناَيْفُس ْنَع :َلَق ملسو وياع الله ىلص ِّبِّنَّلا ِنَع ٍديِعَس ِبَِأ ْن
.ِءاَدَه ُّشلاَو َيِْقيِّد ِّصلاَو َيِّْيِبَّنلا َعَم ُْيِْمَلأا ُقوُدَّصلا ُرِجاَّتلا
41  
 
‚Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari 
Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu 
sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan 
Syuhadā‛. 
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c) Ijma  
Para ulama Fiqh dari dahulu sampai sekarang telah 
sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya 
telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia 
tidak bisa memenuhi kebutihan hidupnya tanpa bantuan dari 
orang lain.
42
 Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi 
jual beli sangatlah urgen, dengan transaksi jual beli seseorang 
mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan 
tanpa melanggar batasan yang di syari’atkan.Yang terpenting 
jual beli itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
diperbolehkan oleh  syara’. Oleh karena itu praktik jual beli 
yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, 




d) Pendapat Ulama 
Pandangan Ulama tentang Tadlis, Ibnu Arabi 
mengatakan Bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram 
menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan kemurnian. 
Ketika barang yang baik tercampur dengan barang yang cacat 
lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh 
pembeli, sebab jika sampai melihatnya konsumen tidak 
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meneruskan langkah untuk membelinya. Al- Baghowi 
mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli 
hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi 
kecacatan. Ibnu Hajar Al- Haitami berpendapat bahwa setiap 
orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya 




Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering 
disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B Marsh dan J. 
Soulsby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu 
pernayataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam 
suatu transaksi (aqad) terhadap pihak lainnya supaya 
menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu 
betul-betul mempengaruhi orang lain bersedia mengikuti apa 
yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.
45
 
3. Rukun Jual Beli 
a. Rukun jual beli (bai’) terdiri atas: 
1) Adanya pihak Penjual dan pihak pembeli 
Kedua belah pihak tersebut yang melakukan 
perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat: 
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a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang bodoh dan 
orang gila tidaklah jual belinya. 
Disini yang dimaksud dengan berakal adalah 
bisa membedakan atau dapat memilih mana yang 
baik untuk dirinya sendiri. Apabila salah satu dari 
keduanya tidak berakal maka hukum jual beli 
tersebut dianggap tidak sah. 
b) Dengan adanya kehendaknya sendiri dan tidak 
dipaksa 
Yang dimaksud dengan kehendak sendiri 
adalah ketika dalam melakukan perbuatan dan 
transaksi jual beli salah satu pihak tidak 
mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain. 
Sehingga ia melakukan perbuatan jual beli tersebut 
atas kemauannya sendiri. 
c) Keduanya tidak mubazir 
Keadaan tidak mubazir adalah pihak yang 
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli 
bukanlah manusia yang boros. Sebab orang yang 
dikatakan boros dalam hukum dikategorikan 
sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. 
Maksudnya yaitu, ia tidak bisa melakukan sendiri 


































perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 
menyangkut kepentingannya sendiri. 
d) Ba>ligh 
Dalam hukum islam seseorang sudah dapat 
dikatakan baliqh apabila ia sudah berumur 15 
tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan 
haid (bagi anak perempuan). Dengan begitu  jual 
beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. 
Meskipun begitu bagi anak-anak yang sudah bisa 
membedakan baik dan buruk akan tetapi ia belum 
berusia 15 tahun dan belum bermimpi dan haid 
menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan 
untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya 
untuk barang-barang kecil dan barang yang tidak 
bernilai tinggi. 
2) Objek jual beli 
Objek dari jual beli terdiri dari benda yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak 
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  Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu:
47
 
i. Suci barangnya 
Barang yang dapat diperjualbelikan bukanlah 
benda yang tergolong benda najis, atau dikualifikasikan 
sebagai benda yang diharamkan. Sayyid Sabiq 
mengatakan bahwa mazhab Hanafi dan Mazhaf Zahiri 
mengecualikan barang-barang yang bermanfaat dapat 
dijadikan objek jual beli. Mereka mengatakan 
‚diperbolehkan seseorang menjual kotoran. Kotoran 
atau tinja yang mengandung najis karena kotoran 
tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan 
perkebunan, barang-barang tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman‛. 48 
ii. Barangnya dapat dimanfaatkan 
Yang dimaksud dengan barang yang dapat 
dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut 
sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam), 
barang-barang tersebut tidaklah bertentangan dengan 
norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. 
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iii. Barang tersebut milik sendiri, kecuali apabila 
dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan 
merupakan pemilik atau yang berhak berdasarkan 
kuasa pemilik, dikatakan sebagai jual beli yang tidak 
sah. 
iv. Barang tersebut dapat diserah terimakan 
Seorang penjual baik ia sebagai pemilik atau 
kuasa pemilik harus dapat menyerahkan barang yang 
dijadikan objek jual beli sesuai dengan jumlah dan 
bentuk yang telah diperjanjikan pada waktu 
penyerahan barang kepada pembeli. 
Bila barang tersebut tidak bisa diserahterimakan  
seperti menjual ikat yang masih berada di dalam 
kolam, maka jual beli tersebut dikatakan tidaklah sah. 
v. Barang tersebut dan harganya dapat diketahui   
Apabila dalam jual beli keadaan barang dan 
jumlah harganya tidak diketahui oleh pembeli maka 
perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah. Bisa 
jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.    
 
                                             


































3) Lafal Ijāb Qabūl 
Para ulama’ fiqih telah sepakat menyatakan 
bahwa unsur utama dari transaksi jual beli adalah 
kerelakan masing-masing kedua belah pihak. Kerelaan 
kedua belah pihak bisa dilihat dari ijāb dan qabūlnya. 
Menurut ulama lafad ijāb dan qabūl perlu diungkapkan 
secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah 
pihak, seperti contohnya akad jual beli, akad sewa 
menyewa dan akad menikah.
49
 
Syarat dalam sighat ijāb dan qabūl adalah 
sebagai berikut: 
a) Ijāb dan qabūl harus dilakukan oleh orang yang 
telah cakap hukum. Kedua belah pihak haruslah 
mumayyiz, berakal dan tahu akan hak dan 
kewajibanya masing-masing. 
b) Kesesuaian antara qabūl dengan ijāb baik itu dari 
sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli harus 
menjawab semua yang diutarakan penjual. 
Kesesuaian ini bisa dilihat  dalam harga dan sistem 
pembayaran. 
c) Ijāb dan qabūl dilakukan ketika dalam satu majelis. 
Maksudnya adalah kedua belah pihak yang 
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melakukan akad jual beli harus hadir ditempat dan 
membicarakan masalah yang sama.
50
 
4. Syarat Jual Beli  
Suatu transaksi jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak 
terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat diantaranya:
51
 
a. Saling merelakan diantara kedua belah pihak. Kerelakan kedua 
belah pihak menjadi syarat mutlak keabsahannya. Jika seseorang 
dipaksa untuk menjual barang miliknya dengan cara yang tidak 
dibenarkan dalam hukum islam maka jual beli yang dilakukan 
menjadi batal dan tidak terjadi peralihan hak milik, hal ini juga 
berlaku pula bagi seorang pembeli yang dipaksa untuk membeli 
barang. 
b. Orang yang akan melakukan akad yakni orang yang telah baligh, 
berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh orang gila 
atau anak yang masih di bawah umur, tidak sah kecuali dengan 
seijin walinya. 
c. Harta yang akan menjadi objek transaksi sudah dimiliki 
sebelumnya oleh kedua belah pihak. 
d. Objek yang akan ditransaksikan diperbolehkan oleh agama, maka 
tidak diperbolehkan menjual barang haram seperti: khamer 
                                                          
50
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, 27 
51
 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (cet ke 1 Surabaya: UIN SA Press, 2014), 99 


































e. Objek transaksi berupa barang yang dapat diserah terimakan, 
maka tidak sah apabila menjual burung yang masih bebas di 
angkasa karena barang tersebut tidak bisa diserahterimakan. 
f. Objek transaksi dapat dilihat oleh kedua belah pihak pada saat 
melakukan akad. 
g. Harga barang harus jelas saat bertransaksi. Dan tidak boleh jual 
beli yang mengandung gharar. 
5. Bentuk-bentuk Jual Beli 
Jumhur ulama telah membagi jual beli dari segi sah atau 
tidaknya menjadi dua macam bentuk diantaranya yaitu:
52
 
a) Jual beli yang Shahih 
Jual beli bisa dikatakan sebagia jual beli yang shahih apabila 
dalam jual beli tersebut disyariatkan, serta memenuhi rukun dan 
syarat-syarat yang telah ditentukan, bukan barang milik orang 
lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. 
b) Jual beli yang batal 
Jual beli dapat dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh 
dari rukun jaul beli tidak dapat terpenuhi, atau pada dasarnya jual 
beli itu tidak disyariatkan, seperti contohnya adalah jual beli 
yang dilakukan oleh anak-anak yang belum masuk dalam 
kategori baligh. 
 
                                                          
52
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (cet ke-1 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),  171 


































Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:
53
 
i. Jual beli suatu suatu barang yang tidak ada, seperti 
memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum 
muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, 
sekalipun di perut ibunya sudah ada. 
ii. Menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada 
pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung 
piaraan yang sudah lepas dan sudah terbang di udara. 
iii. Jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan, 
yang kelihatnnya lahirnya baik, ternyata dibalik itu semua 
ada unsur-unsur penipuan. 
iv. Jaul beli benda-benda yang najis, seperti hewan babi, 
minuman khamr, dan darah. 
v. Menjual belikan air yang berada di sungai, air danau, air 
laut, dan air yang tidak dapat dimiliki seseorang, karena air 
tersebut merupakan milik bersama. 
6. Macam-macam Jual Beli 
a. Jual beli sa>lam 
Menurut bahasa as-sa>lam atau as-sa>laf berarti pesanan. 
Menurut istilah yaitu menjual suatu barang yang 
penyerahannya diakhir dengan kriteria yang telah ditentukan 
diawal dan dengan pembayaran modal diawal pula. Salam dapat 
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diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan. Spesifikasi 
mengenai barang yang dipesan harus ditentukan diawal dan 
dengan pembayaran penuh diawal.
54
 
b. Jual beli Istisna’ 
Istisna’ adalah akad jual beli yang proses pembuatannya 
dilakukan oleh produsen dan produsen yang menyediakan 
barang bakunya, jual beli istisna’ haruslah berdasarkan pada 




7. Hak Khiyar dalam Jual Beli 
Menurut etimologi khiyar adalah memilih mana yang lebih 
baik dari dua hal atau lebih.
56
 Secara terminologis khiyar yaitu hak 
bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang sedang 
mengadakan transaksi jual beli untuk membatalkan atau meneruskan 
transaksi jual beli. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa 
khiyar merupakan hak pilih untuk tetap melangsungkan transaksi atau 
boleh membatalkan transaksi jual beli yang sebelumnya telah 
disepakati kedua belah pihak, yang diberikan oleh syara’ kepada para 
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pihak-pihak yang akan mengadakan transaksi atau transaksi ekonomi 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak.
57
 
Ulama membagi khiyar kedalam beberapa macam yaitu:
58
 
a. Khiyar Majelis, yaitu antara penjual dan pembeli dapat memilih 
akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama 
kedua belah pihak masih berada dalam satu lokasi yang sama. 
b. Khiyar Syarat yaitu transaksi jual beli yang di dalamnya di 
syaratkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pembeli, seperti 
contohnya, ‚saya jual mobil ini dengan harga Rp. 100.000.000,- 
dengan syarat khiyar selama tiga hari‛. 
c. Khiyar ‘Aib artinya yaitu dalam jual beli ini disyaratkan adanya 
kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang 
berkata, ‚saya beli motor ini dengan harga 15 juta apabila 
motor ini cacat akan saya kembalikan lagi‛. 
d. Khiyar Ta’yin adalah hak untuk memilih barang-barang yang 
diperjualbelikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli 
yang objeknya tidak hanya satu buah barang, akan tetapi 
sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja dan 
oleh pihak penjual pembeli diperbolehkan memilih mana yang 
disenangi. 
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e. Khiyar Ru’yah, adalah hak memilih bagi pembeli untuk 
menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan  
terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad 
berlangsung. 
f. Khiyar Naqd adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang 
dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam 
jangka waktu tertentu maka dianggap tidak ada jual beli 
diantara keduanya. Dengan maksud bahwa penjual akan 
menjual suatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan 
membayar harga barang tersebut pada waktu yang telah 
disetujui ketika akad. Khiyar ini berlaku juga sekiranya pembeli 
meninggal dunia dalam waktu berjalannya khiyar Naqd maka 
akad tersebut dengan sendirinya menjadi batal. 
g. Khiyar Wasf yaitu memilih membatalkan (Fa>sakh) atau 
meneruskan suatu jual beli pada saat ditemukan bahwa barang 
yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang 
dikehendaki. Dalam hal ini pembeli boleh memilih antara 
membatalkan akad jual beli atau memilih untuk meneruskannya 
dengan harga yang telah ditetapkan semasa akad berlangsung.  
Menurut para ahli fiqih, khiyar wasf boleh diwarisi. 
Jika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, 
kemudian suatu waktu barang itu diterima oleh ahli warisnya 
dan barang tersebut terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai 


































dengan yang telah disepakati oleh orang yang meninggal, maka 




Adanya hak Khiyar dimaksudkan untuk menjamin agar 
akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan dan 
kehendak penuh pihak-pihak bersangkutan karena dengan 
adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.
60
 
8. Tujuan Jual Beli 
Telah  dijelaskan sebelumnya bahwa manusia hidup di dunia 
ini pasti saling membutuhkan bantuan orang lain, maka salah satu 
sarana yang bisa digunakan untuk itu adalah jual beli. Dengan 
diadakannya  jual beli, individu, masyarakat, dan negara dapat saling 
tukar menukar barang untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. 
Di samping itu pula jual beli juga bisa dijadikan sarana untuk 
beribadah karena di dalam jual beli terdapat sebuah motivasi untuk 
saling tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu 
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1) Bagi Penjual 
i. Mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah 
SWT dengan mengikuti apa yang telah 
disyariatkan. 
ii. Dapet berniaga dengan aman  dan nyaman tanpa 
berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama 
lain. 
2) Bagi Pembeli 
i. Mendapatkan keredhaan dan rahmat dari Allah 
ii. Merasa puas hati karena telah melakukan 
perniagaan sesuai dengan yang telah di syariatkan. 
b. Masyarakat 
1) Menyenangkan hati manusia karena bisa saling bertukar 
manfaat dari harta yang dimiliki dalam kehidupan sehari-
hari. 
2) Menghindari kejadian merampas harta orang lain dalam 
usaha untuk memiliki harta. 
3) Menumbuhkan tata tertib supaya masyarakat dapat hidup 
berperaturan, jujur, disipin, dan ikhlas. 
c. Negara 
1) Dapat meningkatkan pertumbuhan dalam sektor ekonomi 
ke tahap yang lebih baik. 


































2) Dapat memasukkan investor asing dalam kegiatan 
ekonomi negara 
3) Menggalakkan sebuah persaingan ekonomi yang sehat 
dalam sesama negara islam 
B. Plat Nomor Kendaraan Bermotor 
1. Pengertian Plat Nomor 
Plat nomor kendaraan merupakan  suatu jenis identifikasi dari 
kendaraan bermotor, plat nomor juga sering disebut sebagai plat 
registrasi kendaraan. Bentuk dari plat nomor ini berupa potongan dari 
logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai 
tanda identifikasi resmi. Plat nomor kendaraan berjumlah duabuah, 
untuk dipasang di depan dan di belakang kendaraan. Akan tetapi ada 
aturan tertentu atau jenis kendaraan tertentu yang hanya 




Plat nomor mempunyai nomor seri yaitu berupa susunan huruf 
dan angka-angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor 
ini disebut nomor polisi dan biasanya akan dipadukan dengan 
beberapa informasi mengenai kendaraan yang bersangkutan seperti 
warna, merek, tahun pembuatan, model, nomor identifikasi kendaraan 
dan nama sekaligus alamat pemiliknya. Semua data itu sudah 
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tertuliskan dalam STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor. 
Karena bentuk dan wujudnya yang spesifik plat nomor 
digunakan juga sebagai identifikasi kendaraan oleh lembaga 
contohnya lembaga kepolisian, perusahaan asuransi mobil, tempat 
parkir, dan bengkel. Dibeberapa wilayah jurisdiksi plat nomor dipakai 
juga sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah mengantongi izin 
dari kepolisian untuk bisa beroperasi di jalan raya umum atau bisa 
juga sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
2. Macam-Macam Plat Nomor Kendaraan 




a. Kendaraan pribadi dan sewa: menggunakan warna dasar berwarna 
hitam dan dengan tulisan yang berwarna putih. 
b. Kendaraan bermotor umum: menggunakan warna dasar berwarna 
kuning dan dengan tulisan yang berwarna hitam. 
c. Kendaraan bermotor milik pemerintah: menggunakan warna dasar 
berwarna merah dan dengan tulisan yang berwarna putih. 
d. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: menggunakan 
warna dasar berwarna putih atau merah dan dengan tulisan yang 
berwarna hitam. 
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e. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara 
asing: menggunakan warna dasar berwarna hitam dan dengan 
tulisan yang berwarna putih serta didalamnya terdiri dari lima 
angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan 
format sub-bagian. 
f. Kendaraan bermotor dikawasan perdagangan bebas yang 
menperoleh pembebasan bea masuk (berdasarkan peraturan 
menteri keuangan, kendaraan ini tidak boleh dioperasionalkan ke 
wilayah Indonesia lainnya): menggunakan warna dasar berwarna 
hijau dan dengan tulisan yang berwarna hitam. 
g. Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: menggunakan warna dasar 
berwarna biru dan dengan tulisan yang berwarna putih. 




BL = Nanggro Aceh Darusalam 
BB = Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli) 
BK = Sumatera Utara 
BA = Sumatera Barat 
BM = Riau 
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BP = Kepulauan Riau  
BG = Sumatera Selatan 
BN = Kepulauan Bangka Belitung 
BE = Lampung  
BD = Bengkulu 
BH = Jambi 
A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota 
Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang. 
B = DKI Jakarta, Kabupaten/ Kota Tangerang, Kabupaten/ Kota 
Bekasi, Kota Depok. 
D = Kabupaten/ Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung 
Barat. 
E = Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 
Majalengka, Kabupaten Kuningan. 
F = Kabupaten/ Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota 
Sukabumi. 
T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian 
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang. 


































Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten 
Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar. 
G = Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang. 
H = Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Demak. 
K = Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten 
Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan. 
R = Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten 
Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara. 
AA = Kabupaten/ Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo. 
AB = Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, 
Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo. 
AD = Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, 
Kabupaten Klaten. 
L = Kota Surabaya 
M = Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten 
Sampang, Kabupaten Bangkalan. 


































N = Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Probolinggo, 
Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang. 
P = Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten 
Jember, Kabupaten Banyuwangi. 
S = Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten 
Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang. 
W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik 
AE = Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten 
Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan. 
AG = Kabupaten/ Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten 
Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek. 
DK = Bali 
DR = Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok 
Timur, Kabupaten Lombok Tengah. 
EA = Kabupaten Sumabawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 
Dompu, Kabupaten/Kota Bima. 
DH = Kabupaten/ Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, kabupaten 
Rote Ndao. 


































EB = Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten 
Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, 
Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor. 
ED = Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur 
KB = Kalimantan Barat 
DA = Kalimantan Selatan 
KH = Kalimantan Tengah 
KT = Kalimantan Timur 
DB = Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten 
Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa 
Utara, Kabupaten Minahasa Selatan.  
DL = Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud. 
DM = Gorontalo 
DN = Sulawesi Tengah 
DT = Sulawesi Tenggara 
DD = Sulawesi Selatan 
DC = Sulawesi Barat 
DE = Maluku 


































DG = Maluku Utara 
DS = Papua dan Papua Barat 
3. Sistem Perluasan ganjil Genap 
Sistem perluasan peraturan ganjil genap akan diberlakukan 
mulai tanggal 9 September 2019 di 25 ruas jalan yang berada di 
wilayah Jakarta. Penentuan plat nomor ganjil atau genap ditentukan 
oleh angka terakhir dari plat nomor sebuah mobil. Akan tetapi ada 13 
jenis kendaraan yang tidak terkena sistem ganjil genap yaitu:
65
 
a. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang 
disabilitas. 
b. Kendaraan ambulans 
c. Kendaraan pemadam kebakaran 
d. Kendaraan angkutan umum dijalan raya dengan menggunakan 
tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning 
e. Kendaraan bermotor yang digerakkan dengan menggunkan motor 
listrik 
f. Sepeda motor 
g. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar 
minyak atau bahan bakar gas 
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h. Kendaraan para pimpinan lembaga tinggi negara republik 
Indonesia antara lain: 
1) Presiden/ Wakil Presiden 
2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) 
3) Ketua Mahkamah Agung (MA)/Mahkamah Konstitusi 
(MK)/Mahkamah Yudisial (MY)/Badan Pemeriksa 
Keuangan(BPK) 
i. Kendaraan Dinas Operasional dengan tanda nomor kendaraan 
yang berwarna dasar merah, TNI dan POLRI 
j. Kendaraan para Pimpinan dan Pejabat Negara Asing dan  
Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara Indonesia 
k. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu 
lintas 
l. Kendaraan yang mengangkut uang Bank Indonesia, antar Bank, 
Pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas polri 
m. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan 
dan/ atau pengawalan oleh petugas polri. 
Peraturan mengenai sistem ganjil genap ini mulai 
diberlakukan pada hari Senin-Jumat mulai pukul 06.00-10.00 WIB 
dan akan kembali terjadi pada pukul 16.00-21.00 WIB aturan ganjil 
genap tidak berlaku pada weekend dan hari libur nasional. 
Berdasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 


































tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya bagi seseorang yang 
melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 bagi para 
pengendara yang melanggar aturan sistem ganjil genap. 
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan 
cerminan dari kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan 




1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran dalam lalu lintas serta 
angkutan 
2. Prasarana dan sarana jalan raya yang terlindung 
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis dan 
dinamis 
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup 
Yang menjadi masalah saat ini adalah apakah hal-hal tersebut 
sudah tercermin di dalam perundang-undangan mengenai lalu lintas dan 
angkutan jalan raya yang dewasa ini berlaku di Indonesia (khususnya di 
DKI Jakarta). 
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Perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan 
raya pada hakikatnya berisikan suruhan, larangan dan kebolehan yang 
mencakup paling sedikit tiga bidang utama yaitu sebagai berikut:
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1. Peraturan mengenai pemakaian jalan yang terdiri dari manusia sebagai 
pejalan kaki, pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta 
hewan yang berada di jalan tersebut. 
2. Peraturan mengenai sarana dan prasarana angkutan yang 
dipergunakan di jalan raya misalnya, kendaraan bermotor, kendaraan 
tidak bermotor dan hewan. 
3. Pengaturan mengenai jalan khususnya mengenai klasifikasi jalan raya, 
jenis-jenis jalan raya, rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. 
Lalu lintas yaitu berpindahnya kendaraan, manusia, dan hewan 
di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan 
bantuan alat gerak. 
68
 operasi mengenai lalu lintas yang berada di jalan 
raya terdapat empat unsur yang saling berkaitan satu sama lain yaitu, 
pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Tata tertib saat berlalu 
lintas sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu 
lintas, lajur lalu lintas, dan pengendalian arus yang berada di 
persimpangan. 
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Di dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang diatur 
di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan raya dalam pasal 68 ayat (1-6), dijelaskan tentang Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor ialah:
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1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, 
nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. 
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. 
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, 
ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. 
5. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3)  dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan khusus 
dan/atau Tanda Nomor Kendaraan rahasia. 
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
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Undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur 
lalu lintas dan angkutan jalan dengan maksud sebagai berikut: 
1. Agar masyarakat memiliki peranan strategis dalam mendukung 
pembanguanan dan integrasi nasional sebagai upaya dari memajukan 
kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Menegaskan bahwa Undang-Undang ini sebagai bagian dari sebuah 
sistem tranportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan 
peranannya demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, 
dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalam dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. 
3.  Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, 
lancar, cepat, nyaman, efisien, tertib dan bisa teratur melalui 
manajemen lalu lintas  dan rekayasa lalu lintas yang baik. 
 


































 BAB III  
PRAKTIK JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PADA 
SISTEM PERLUASAN GANJIL GENAP DI JAKARTA 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, keadaan suatu wilayah 
sangat mempengaruhi dalam menentukan sebuah watak serta sifat dari 
masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Sehingga karakteristik 
suatu masyarakat yang mendiami wilayah satu dengan wilayah yang 
lainnya tidaklah sama pasti memiliki perbedaan. Seperti yang terjadi pada 
masyarakat yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana 
beberapa faktor ini akan sangat mempengaruhi diantaranya adalah: 
1. Letak Geografis 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  merupakan Ibu Kota Negara  dan 
kota terbesar yang ada di Indonesia. Kota Jakarta menjadi satu-
satunya kota yang berada di Indonesia yang memiliki status setingkat 
dengan Provinsi. Kota Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut 
pulau Jawa. Area Jakarta terdiri dari: 
- Total luas keseluruan  7.659.02 km² 
- Luas daratan  661,52 km² 
- Luas perairan  6.997,50 km² 
- Lintang   5º 19' 12" - 6º 23' 54" LS 
- Longitude   106º 22' 42" - 106º 58' 18" BT  



































Kota Jakarta terletak di sebelah utara pulau Jawa, di muara 
Ciliwung, Teluk Jakarta, kota Jakarta berada di dataran rendah pada 
ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal itulah yang mengakibatkan 
sering terjadi banjir pada saat musim penghujan datang.  Berbeda 
dengan sebelah selatan Jakarta yang merupakan daerah pegunungan 
dengan curah hujan yang tinggi. Kota Jakarta dilewati oleh 13 sungai 
yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang paling 
penting adalah sungai Ciliwung, yang membelah kota jakarta menjadi 
dua yaitu sebelah timur dan selatan Jakarta dan berbatasan dengan 
provinsi Jawa Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi 
Banten.
70
   
2. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan pada data BPS pada tahun 2011 jumlah 
penduduk di DKI Jakarta sekitar 10.187.595 jiwa. Akan tetapi angka 
tersebut dapat berubah ketika siang hari hal itu dikarenakan seiring 
datangnya pekerja yang berasal dari luar kota Jakarta seperti: 
Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok.
71
 
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota DKI Jakarta 
Tahun Jumlah Penduduk ±% 
1870 65.000 - 
1875 99.100 +52.5% 
1880 102.900 +3.8% 
1890 105.100 +2.1% 
1895 114.600 +9.0% 
1901 115.900 +1.1% 
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1905 138.600 +19.6% 
1918 234.700 +69.3% 
1920 253.800 +8.1% 
1925 290.400 +14.4% 
1930 435.184 +49.9% 
1940 533.000 +22.5% 
1945 600.000 +12.6% 
1950 1.733.600 +188.9% 
1959 2.814.000 +62.3% 
1961 2.906.533 +3.3% 
1971 4.546.492 +56.4% 
1980 6.503.449 +43.0% 
1990 8.259.639 +27.0% 
2000 8.384.853 +1.5% 
2005 8.540.306 +1.9% 
2010 9.607.787 +12.5% 
2011 10.187.595 +6.0% 
 
3. Etnis  
Dari data sensus penduduk yang diambil pada tahun 2000, 
telah tercatat bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah DKI 
Jakarta berjumlah 8,3 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari orang Jawa 
sebanyak (35,16%), Betawi sebanyak (27,65%), Sunda sebanyak 
(15,27%), Tionghoa sebanyak (5,53%), Batak sebanyak (3,61%), 
Minangkabau sebanyak (3,18%), Melayu sebanyak (1,62%), Bugis 
sebanyak (0,59%), Madura sebanyak (0,57%), Banten sebanyak 
(0,25%), dan Banjar sebanyak (0,1%). 
Komposisi jumlah penduduk dan etnis yang ada di DKI 
Jakarta setiap tahunnya mengalami perubahan, berdasarkan sensus 
tahun 2000 bahwasannya ada 7 etnis besar yang mendiami Jakarta. 
Suku Jawa menempati peringkat pertama dengan jumlah suku paling 



































banyak dengan populasi 35,16% penduduk kota. Jumlah etnis Jawa 
jumlahnya cukup banyak dikarenakan ketimpangan pembangunan 
antara daerah Jakarta dengan daerah yang lainnya berbeda. Sehingga 
hal itu menimbulkan banyak orang Jawa yang lari ke Jakarta. Hal itu 
menjadikan tradisi mudik setiap tahunnya saat menjelang lebaran. 
Jumlah mudik lebaran paling besar yaitu menuju provinsi Jawa 
Tengah. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh  dari Kementerian 
Perhubungan Indonesia data menunjukkan bahwa tujuan mudik dari 
Jakarta adalah 61% menuju Jawa Tengah, 39% menuju Jawa Timur 
dan 10% lainnya menuju daerah lainnya.
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Etnis di kota DKI Jakarta pada tahun 1930, 1961, dan 2000 
Tabel 3.2  Etnis Kota DKI Jakarta 
Etnis Tahun 1930 Tahun 1961 Tahun 2000 
Jawa 11,01% 25,4% 35,16% 
Betawi 36,19% 22,9% 27,65% 
Sunda 25,37% 32,85% 15,27% 
Tionghoa 14,67% 10,1% 5,53% 
Batak 0,23% 1,0% 3,61% 
Minangkabau 0,60% 2,1% 3,18% 
Melayu 1,13% 2,8% 1,62% 
Bugis - 0,6% 0,59% 
Madura 0,05% - 0,57% 
Banten - - 0,25% 
Banjar - 0,20% 0,10% 
Minahasa 0,70% 0,70% - 
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4. Pertumbuhan Ekonomi 
Ibu Kota Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah 
pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, untuk saat ini saya lebih 
dari 70% uang negara beredar di Ibu Kota Jakarta. Pertumbuhan 
perekonomian di Ibu Kota Jakarta sangat ditunjang oleh beberapa 
sektor diantaranya adalah setor jasa, sektor perdagangan, sektor 
properti, sektor industri kreatif, dan yang terakhir adalah sektor 
keuangan. Kawasan Tanah Abang dan Glodok menjadi salah satu 
kawasan sentral perdagangan di Ibu Kota Jakarta dan menjadi dan 
menjadi tempat bagi perputaran uang. Kedua kawasan tersebut 
semuanya menjadi pusat dengan perdagangan tekstil serta dengan 
sirkulasi ke seluruh negara Indonesia. Tidak jarang barang tekstil yang 




Sedangkan dalam sektor keuangan sendiri yang menjadi 
penyumbang dana terbesar bagi perekonomian warga Jakarta berasal 
dari industri perbankan dan pasar modal. Saat ini Ibu Kota Jakarta 
menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang 
tertinggi di dunia yaitu mencapai 38,1% persen selain hunian mewah 
yang ditawarka, pertumbuhan properti juga sangat ditopang oleh 
penjualan dan penyewaan ruang kantor. Pada tahun 2020 jumlah 
gedung pencakar langit di wilayah Jakarta sendiri sudah  mencapai 
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250 unit. Dan pada saat itu pula Ibu Kota Jakarta sudah memiliki 
gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian yang mencapai 
638 meter. 
5. Transportasi 
Menurut data yang bersumber dari Dinas perhubungan 
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercatat ada 46 kawasan dengan lebih 
dari 100 titik simpang yang rawan akan terjadi kemacetan di 
Jakarta.
74
 Selain dari masyarakat Jakarta sendiri  kemacetan sendiri 
juga dipengaruhi oleh para pendatang dari kota-kota yang berada di 
sekitar kota Jakarta seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kota 
Tangerang, dan Kota Bogor yang bekerja di Jakarta. Untuk di dalam 
kawasan Ibu Kota sendiri dapat dilihat titik kemacetan berada di ruas 
Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, Jalan Satrio, Jalan Thamrin, dan 
di ruas Jalan Gatot Subroto. Pada saat pagi dan sore biasanya 
kemacetan sering terjadi hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat 
dijam tersebut pergi dan pulang dari Kantor.
75
 
Sejak memasuki tahun 2004 pemerintah kota Jakarta telah 
menghadirkan berbagai layanan transportasi umum untuk masyarakat 
yang dikenal dengan transjakarta. Selain itu ada bus kota, becak, 
angkutan kota dan kereta rel listrik, kereta ini beroperasi dari pagi 
sampai malam hari. Angkutan sungai adalah sebuah transportasi 
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alternatif yang berada di Jakarta. Angkutan sungai diresmikan oleh 
bapak Gubernur Jakarta Sutiyoso pada tanggal 6 Juni 2007.  
6. Kondisi Sosial Keagamaan 
Agama yang dianut masyarakat DKI Jakarta sangatlah 
beragam, hal itu dapat diketahui dari data pemerintah DKI pada tahun 
2014. Pemeluk agama Islam berjumlah (83.3 persen ), Kristen 
Protestan (8.62 persen), Katolik (4.04 persen ), Hindu (1.2 persen ), 
dan Budha (3.82 persen) jumlah umat Budha dan umat Konghucu 
tercakup menjadi satu di dalamnya. Berbagai tempat peribadatan 
agama-agama dapat kita jumpai di Jakarta. Masjid dan Mushala 
bahkan dapat kita jumpai di seluruh penjuru kota bahkan hampir 
disetiap lingkungan ada tempat peribadatan untuk orang islam 
tersebut. Masjid yang terbesar di Jakarta adalah Masjid Nasional, 
Masjid tersebut bernama Istiqlal yang terletak di  daerah Gambir. 
Sedangkan untuk gereja terbesar yang berada di Jakarta diantaranya 
ada Gereja Katedral Jakarta, Gereja Santo Yakobus di Kelapa Gading 
untuk umat yang beraga Katolik. Bagi umat Kristen Protestan ada 
Gereja Immanuel yang terletak di seberang stasiun Gambir. Selain itu 
pula ada Gereja Koinonia yang terletak di Jatinegara, Gereja Sion di 
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Sedangkan untuk umat beragama Hindu yang berada di 
Jakarta dan sekelilingnya terdapat Pura Adhitya Jaya yang terletak di 
Rawamangun, Jakarta Timur, dan Pura Segara yang terletak di 
Cilincing Jakarta Utara. Dan rumah ibadah untuk umat Budha 
diantaranya ada Vihara Dhammacakka Jaya di Sunter. Sedangkan 
untuk penganut agama Konghucu terdapat Kelenteng Jin Tek Yin dan 
di Jakarta juga terdapat satu Sinagoge yang digunakan bagi pekerja 
asing Yahudi. 
7. Kondisi Sosial Pendidikan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai sarana dan 
prasarana pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat 
perguruan tinggi. Kualitas pendidikannya pun juga sangat bermacam-
macam  mulai dari yang sangat baik dengan fasilitas yang sangat 
lengkap dan dengan kondisi yang sederhana. Belakangan ini banyak 
sekali kurikulum yang diambil dari luar negeri contohnya dari 
Singapura dan Australia. Meskipun kurikulum Indonesia juga muncul 
dengan cara yang berbeda dan dengan metode pengajaran yang 
berbeda pula, seperti sekolah islam terpadu. Meskipun banyak sekolah 
yang didirikan oleh pemerintah, banyak juga sekolah yang 
dikembangkan oleh pihak swasta. Di Jakarta sendiri menjadi lokasi 
berbagai universitas terkenal, yaitu  sebagai berikut:
77
 
a. Universitas Bina Nusantara  
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b. Universitas Negeri Jakarta 
c. Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
d. Universitas Bakrie 
e. Universitas Paramadina 
f. Universitas Pancasila 
g. Universitas Trisakti 
h. Universitas Mercubuana, dll 
B. Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor pada Sistem Perluasan 
Ganjil Genap di Jakarta 
Jual beli yaitu ‚memindahkan kepemilikan suatu harta dengan 
harta atau menukarkan benda dengan benda lain dengan jalan saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya yang lain 
dengan jalan yang diperbolehkan agama‛.78 Praktik jual beli plat nomor 
kendaraan bermotor adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan 
pembeli dimana penjual menyerahkan barang yang berupa plat nomor 
kepada pembeli, untuk digunakan dan mendapatkan imbalan atas jasa jual 
beli tersebut. 
1. Latar belakang terjadinya praktik jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor 
Kota Jakarta menjadi salah satu kota metropolitan yang 
berada di Indonesia. Selain menjadi ibu kota negara kota Jakarta 
mempunyai perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Kota Jakarta 
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sejak dahulu sudah mempunyai lokasi stategis dalam sektor 
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Selain itu juga 
banyak berdiri perusahaan dan tempat-tempat bekerja yang membuat 
seseorang harus pergi berlalu lalang menggunakan alat transportasi. 
Pada era 80 dan 90 sudah banyak sekali masyarakat Jakarta 
yang mempunyai sepeda motor dan mobil hal itu lah yang membuat 
kota Jakarta mendapat julukan sebagai kota yang ramai penduduk dan 
besar sekali angka kemancetannya yang terjadi disana. Sehingga plat 
nomor yang mereka gunakan sering sekali terjadi kerusakan dan 
hilang apabila mereka bepergian. Dan bukan menjadi hal yang asing 
lagi apabila mereka sering sekali kehilangan plat nomor. Sehingga 
banyak masyarakat yang mengganti plat nomor mereka dengan plat 
nomor yang berada di pinggir jalan. Dan plat nomor yang mereka 
gunakan tidak sesuai dengan plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak 
SAMSAT.  
Disinilah peluang perekonomian yang dapat menjanjikan dan 
dapat memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Jika sedang 
ramai dalam seminggu bisa mendapatkan 5-6 kali pemesanan dan satu 
pasang plat nomor dijual dengan harga berkisar antara 40 ribu sampai 
45 ribu.
79
 Hal itulah yang membuat para penjual plat nomor 
kendaraan banyak sekali di wilayah DKI Jakarta.  
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Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Supena selaku penjual 
plat nomor kendaraan  bahwasannya: 
‚Alasan saya membuka usaha penjualan plat nomor ini karena 
daripada saya nganggur dan pastinya saya akan mendapatkan 
keuntungan  dan untuk membantu orang yang ingin membuat plat 
nomor secara cepat‛.80 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Rokib bahwasannya: 
‚Alasan saya membuka Plat Nomor ini karena dulu saya berjualan 
karena sewa yang setiap tahun semakin naik maka saya bangkrut dan 
sekarang mencoba membuka usaha plat nomor ini‛.81 
 
Faktor-faktor yang mendukung berdirinya toko-toko 
penjualan plat nomor kendaraan  
a. Pihak pedagang 
1) Karena adanya peluang untuk menafkahi keluarga dan 
dengan modal yang tidak terlalu besar mereka dapat 
membuka toko plat nomor kendaraan ini. Serta untuk 
pembuatan plat nomor ini tidak diperlukan latihan dengan 
menggeluarkan biaya mahal. Cukup dengan belajar dari 
sesama rekan penjual yang sebelumnya telah lama berjualan. 
Sistem penjualan plat nomor ini juga sangatlah sederhana, 
dengan membuka kios yang berada di pinggir jalan dan yang 
berada di tepi jalan raya, lambu lalu lintas, dan di dekat 
pasar atau tempat keramaian lainnya. Hanya dengan 
memasang contoh pernak pernik plat sepeda motor maka 
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pembeli dengan mudahnya langsung mendatangi. Peralatan 
yang digunakan juga cukup sederhana tidak memerlukan 
mesin-mesin tertentu, cukup memakai palu, mal angakat, 
cat, lis pinggir yang terbuat dari besi dan pembuatannya pun 
masih digunakan dengan cara yang sangat manual.
82
  
2) Banyak sekali masyarakat yang mengharapkan adanya 
penjual plat nomor ini dengan harga yang murah dan dekat 
dengan pemukiman penduduk. Hal ini juga sangat membantu 
masyarakat karena jika menunggu plat nomor yang berasal 
dari pihak yang berwenang maka akan memakan waktu 8-12 
bulan, hal inilah yang menjadi alasan terbesar masyarakat 
untuk membuat plat nomor palsu. Selain itu apabila plat 
nomor mengalami kerusakan akibat hilang, patah, rusak, 
nomor tidak bisa terbaca atau terkelupas, warna yang sudah 
buram, luntur, dan lusuh ataupun hilang. 
3) Pedagang tidak mempunyai iktikad jahat hanya untuk 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya artinya 
tidak ada motif lain dari para penjual plat nomor, motif 
ekonomilah yang paling utama, dimana para pedagang 
melihat peluang ekonomi dari lamanya plat motor sepeda 
resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu dari 
pihak kepolisian.  
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4) Adanya link dan jaringan antara para pedagang hal itulah 
yang mempermudah penjual apabila ada kekurangan maka 
akan mengambil dari tempat lain. 
5) Apabila jual beli plat ini dilakukan dengan teliti dan ulet 
maka akan mendatangakan keuntungan yang banyak, dan 
kerugian akan jarang terjadi. 
b. Pihak pembeli 
1) Prosesnya lebih cepat dan mudah karena tidak menunggu 
terlalu lama. 
2) Keberadaan kios-kios penjual plat nomor yang mudah 
dijumpai dan dekat dengan tempat-tempat umum. 
3) Dalam bertransaksi akan menjadi lebih mudah karena adanya 
rasa saling mempercayai antara penjual dan pembeli. 
Seperti yang diungkapkan oleh Hendra Prasetio bahwa 
alasan memilih untuk membeli plat nomor ini karena: 
‚Alasan saya membeli plat nomor dipinggir jalan lebih murah 
dan tidak sulit untuk prosedurnya dibanding harus membuat 
plat nomor di SAMSAT‛.83 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asmawi bahwa: 
‚saya hanya mengganti masa berlakunya saja, seharusnya 
habis bulan Januari 2018 saya ganti menjadi bulan Agustus 
2020. Soalnya kalo harus nunggu dari kepolisian lama, apalagi 
kalo ngurus harus pulang kampung dulu. Dan polisi juga gak 
akan tahu kalo gak ada razia‛.84 
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2. Latar belakang terjadinya praktik jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta 
Kota DKI Jakarta merupakan kota metropolitan dimana 
semua orang pasti sangat membutuhkan alat transportasi ketika 
mereka ingin bepergian dengan maraknya jumlah penduduk yang 
berada di Jakarta maka setiap kepala rumah tangga pasti memiliki 
kendaraan bermotor baik yang beroda 2 maupun yang beroda 4.  
Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang berada di ibu 
kota Jakarta maka sering sekali terjadi kemacetan dimana-mana dan 
menimbulkan polusi serta pencemaran udara yang tidak sehat di 
Jakarta. Melihat situasi yang seperti itu maka pemerintah akhirnya 
mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perluasan aturan 
Pembatasan Kendaraan Bermotor  Berdasarkan Nomor Polisi Ganjil 
dan Nomor Polisi Genap.
85
 
Sosialisasi tentang ganjil genap ini telah dilakukan oleh 
pemerintah pada 7 Agustus – 8 September 2019. Dan pada akhirnya 
aturan ini mulai diberlakukan pada pada tanggal 9 September 2019 
dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi penilangan 
untuk para pelanggar yang masih nekat untuk tetap mengendarai 
mobilnya yang tidak sesuai dengan sistem ganjil genap yang berlaku 
pada hari itu. 
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Sebenarnya tidak semua jalan yang berada di wilayah ibu 




a. Jalan MH Thamrin 
b. Jalan Medan Merdeka Barat 
c. Jalan Jenderal Sudirman 
d. Sebagian Jalan Jenderal S Parman, mulai Simpang Jalan 
Tomang Raya sampai Simpang Jalan KS Tubun 
e. Jalan MT Haryono 
f. Jalan Gatot Subroto 
g. Jalan DI Panjaitan  
h. Jalan HR Rasuna Said 
i. Jalan Jenderal A. Yani (mulai Simpang Jalan Perintis 
Kemerdekaan sampai dengan Simpang Jalan Bekasi Timur 
Raya) 
j. Jalan Gajah Mada 
k. Jalan Pintu Besar Selatan  
l. Jalan Hayam Wuruk 
m. Jalan Sisingamangaraja  
n. Jalan Majapahit  
o. Jalan Panglima Polim  
p. Jalan Suryopranoto 
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q. Jalan Rumah Sakit Fatmawati (mulai simpang jalan ketimun 1 
sampai dengan simpang jalan TB Simatupang) 
r. Jalan Balikpapan 
s. Jalan Kyai Caringin 
t. Jalan Pramuka 
u. Jalan Tomang Raya 
v. Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi 
timur sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro 
w. Jalan Stasiun Senen 
x. Jalan Kramat Raya 
y. Jalan Gunung Sahari  
Peraturan tentang sistem perluasan ganjil genap ini akan 
diberlakukan mulai hari senin sampai hari jumat pukul 06.00 – 10.00 
dan kembali lagi terjadi pada pukul 16.00 – 21.00 WIB. Aturan 
tentang sistem ganjil genap ini tidak berlaku pada hari weekend dan 
hari libur nasional. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan maka bagi mereka yang melanggar akan 
dikenakan denda sebesar 500 ribu bagi mereka yang melanggar aturan 
mengenai sistem ganjil genap.
87
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Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai sistem 
jual beli plat nomor kendaraan palsu pada sistem ganjil genap di 
Jakarta maka proses yang dilakukan ketika  jual beli yaitu: 
a. Cara memperoleh bahan 
Untuk memperoleh bahan dalam pembuatan plat 
nomor ini cukup menggunakan dengan alumunium dan cat 
semprot yang dengan mudah didapatkan di toko bangunan. 
Selain itu juga sesama penjual plat nomor saling berkomunikasi 
untuk menerima tawaran dalam pembuatan plat nomor ini 
apabila salah satu dari mereka sedang kehabisan bahan.  
b. Cara melaksanakan perjanjian 
Dalam penjualan plat nomor ini bisa langsung secara 
khas dan DP. Pihak pembeli akan memesan terlebih dahulu plat 
nomor yang mereka inginkan dan biasanya membutuhkan 
waktu 4-5 hari dalam pembuatannya ini. Mereka hanya 
menggunakan akad secara lisan dan dengan saling percaya satu 
sama lain. Dimana mereka melakukan kesepakatan yang sudah 
biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu 
menggunakan rasa saling percaya satu sama lain. 
c. Cara untuk menetapkan harga 
Dalam menetapkan harga para penjual plat nomor 
menjualnya dengan harga 40 ribu untuk plat nomor kendaraan 
beroda 2 dan harga 90 ribu untuk kendaraan yang beroda 4. Dan 



































untuk waktu pemesanannya membutuhkan waktu 4 – 5 hari 
dalam pembutannya. 
Berdasarkan data yang berada di lapangan, peneliti 
menyederhanakan pembahasan ini secara muamalah yaitu pada 
saat pelaksanaan ijab qabul jual beli plat nomor kendaraan 
bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta: 
a. Kata-kata yang digunakan 
Pelaksanaan dalam jual beli  yang diterapkan tidak 
berbeda jauh  dengan jual beli pada umumnya. Pembeli akan 
datang dan melihat terlebih dahulu contoh plat nomor yang 
sebelumnya sudah disediakan oleh penjual.  
Menurut pengamatan yang dilihat oleh penulis 
transaksi yang dilakukan ini dilakukan secara tertulis tapi 
tidak jarang juga ada yang dilakukan secara tidak tertulis. 
Mereka hanya menggunakan akad secara lisan saja dan dengan 
rasa saling percaya satu sama lain. Kata-kata yang 
digunakanpun sudah sangat jelas dan bisa dimengerti satu 
sama lain. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mailina selaku pembeli 
Plat nomor bahwa: 
‚Saya langsung datang ke kios kemudian saya melihat 
contohnya. Kemudian saya bilang ke penjual saya ambil yang 



































ini, dan dibalas dengan iya bu, dan saya akan menunggu 
sampai barang itu jadi‛.88 
 
Sudah jelas kata-kata yang digunakan dalam transaksi 
jual beli ini sudah sah sesuai dengan hukum Islam. Yaitu 
pengertiannya secara jelas kesesuaian antara ijab dan qabul dan 
kesungguhan antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan 
barang dagangannya dan pembeli dapat menerima barang 
tersebut. 
b. Saat terjadi jual beli 
Jual beli akan terjadi jika kedua belah pihak telah 
sepakat untuk mengenai pembicaraan tentang harganya, 
dengan maksud yang lain kedua belah pihak telah berikrar 
adanya jual beli. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa baik 
mengenai harga atau kewajiban yang lain maka jual beli 
tersebut dianggap tidak sah. Hal serupa diungkapkan oleh 
Bapak Hari bahwa: 
‚Soal harga wajar jika terjadi tawar menawar namanya 
juga orang jualan, tapi saya punya ketentuan sendiri biasanya 
dilihat dari tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan, 
untuk motor biasanya saya jual minimal 40 ribu dan mobil 
minimal 90 ribu‛.89 
Bapak Suhendi mengungkapkan bahwa: 
‚pembayaran biasanya dilakukan setelah barangnya sudah 
jadi. Disitu pembeli membayar pesanan yang saya buat. Paling 
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ijab qabulnya pembeli mengucapkan terima kasih kemudian  
saya jawab sama-sama‛.90 
 
Dari pengamatan peneliti saat terjadi transaksi ini pihak 
pembeli tidak ada unsur pemaksaan dalam hal ini. Justru 
pembeli dengan inisiatif sendiri mendatangi para penjual plat 
nomor yang berada di kios-kios pinggir jalan dan memesan 
untuk dibuatkan plat nomor ini. 
c. Objek dan pembayaran jual beli 
Objek jual beli yang berada di DKI Jakarta ini berupa 
plat nomor kendaraan bermotor dan alat pembayarannya 
berupa uang. Mereka bisa membayar secara tunai dan bisa 
dengan bayar setengah harga terlebih dahulu, dan setelah 
barang sudah selesai maka pembeli bisa melunasi 
kekurangannya.  
3. Permasalahan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada 
sistem Perluasan ganjil genep di Jakarta 
Dari wawancara di atas pihak pembeli boleh melakukan 
tawar-menawar dengan penjual. Mengenai akad yang berlaku dalam 
jual beli penarikan plat nomor akan dilakukan apabila plat nomor 
sudah ada dari penjual. Pembeli akan memberikan sejumlah uang 
tergantung seperti apa barang yang telah ia pesan.  
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa 
keberadaan dari penjual plat nomor ini memberikan manfaat 
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tersendiiri, terutama pada saat kondisi-kondisi tertentu dimana 
pembeli belum mendapatkan plat nomor dari kepolisian atau plat 
nomor mereka hilang dan rusak. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, 
terkadang ada juga pembeli yang berusaha memanfaatkan para penjual 
plat nomor ini untuk memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB) kendaraan pembeli tersebut. Pemalsuan terhadap Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bisa bermacam-macam 
bentuknya seperti memalsukan nomor registrasi kendaraan, kode 
wilayah, dan masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. 
Bahkan ada juga untuk menghindari sistem ganjil genap yang 
sekarang sudah berlaku di DKI Jakarta. Tindakan pemalsuan ini tentu 
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Para penjual 
mengaku bahwa ada saja dari pihak pembeli yang sengaja memesan 
plat untuk dipalsukan.  
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhendi bahwa: 
‚jika ada pembeli yang memesan plat nomor dengan memalsukan 
nomor dan masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih 
dahulu kalo ketahuan atau ada razia dari polisi maka akan terkena 
sanksi dan denda‛.91 
 
Selanjutnya mengenai tanggapan tentang pertanyaan terkait 
apakah ada pihak tertentu atau berwajib yang mengawasi penjualan 
plat nomor kendaraan yang mereka jalani, menurut Pak Supena: 
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‚selama saya berjualan plat nomor ini tidak ada pihak yang 
mengawasi dan mengontrol penjualan saya ini‛.92 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Hari bahwasannya: 
‚Tidak ada pihak yang mengawasi penjualan plat nomor saya, tapi 
terkadang ada oknum polisi yang mengingatkan saya agar tidak 
memalsukan dan memodifikasi plat nomor yang saya jual‛.93 
 
Dari hasil perolehan wawancara dapat ditarik kesimpulan 
bahwa selama mereka menjual plat nomor, tidak ada dari pihak 
tertentu atau kepolisian yang mengawasi dan mengontrol penjualan 
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ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP 
JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PADA SISTEM 
PERLUASAN GANJIL GENAP DI JAKARTA 
Dalam bab sebelumnya, penulis telah memjelaskan bagaimanakah 
praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil 
genap di Jakarta. Dari data yang didapat dilapangan, maka praktik jual beli plat 
nomor kendaraan bermotor pada sistem perluasan ganjil genap di Jakarta dapat 
dianalisis dari berbagai segi, yaitu: 
A. Analisis Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem 
Perluasan Ganjil Genap di Jakarta 
Jual beli adalah ‚tukar menukar suatu harta dengan harta 
walaupun dalam tanggungan atau tukar menukar harta dengan jasa yang 
mubah dengan transaksi selamanya, bukan riba dan pinjaman‛.94 Jual beli 
sudah sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah 
menjadi kebiasaan. Menurut pendapat Jumhur ulama jual beli yang sudah 
menjadi kebiasaan tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul.
95
 
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli plat 
nomor kendaraan di Jakarta ini dilakukan oleh penjual dan pembeli. 
Pembeli yang ingin membeli plat nomor langsung mendatangi para 
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penjual yang berada di kios pinggir jalan. Pembeli akan melihat-lihat 
contoh plat yang sudah dipasang penjual. Ketika pembeli sudah cocok 
dengan model dan bahannya maka pembeli akan memesannya.  
Dalam pembuatan plat nomor ini menggunakan bahan berupa 
alumunium dan dengan cat semprot yang dapat dengan mudah ditemukan 
di toko-toko bangunan. Selain itu pula apabila salah satu penjual plat 
nomor tidak bisa membuat plat nomor yang dipesan karena kehabisan 
barang baku maka penjual akan menawarkan kepada penjual yang lain.  
Transaksi ini dilakukan secara tertulis namun tidak jarang juga 
transasksi dilakukan secara tidak tertulis. Hanya dengan bermodal rasa 
saling percaya satu sama lain dan dengan memakai kata-kata yang dapat 
dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh ibu 
Maliana selaku pembeli plat nomor kendaraan bermotor bahwa beliau 
hanya hanya memesan dan tanpa adanya akan tertulis dan ketika waktu 
yang dijanjikan oleh penjual tiba maka ibu maliana akan datang kembali 
untuk mengambil plat nomor pesanannya. 
Sebelum pembeli sepakat dengan harga yang diberikan oleh 
penjual maka akan terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu. 
Menurut pandangan penulis bahwa proses tawar-menawar ini akan 
dilakukan ketika penjual memberikan harga terlalu tinggi namun dalam 
praktik jual beli ini pihak penjual telah menetapkan harga untuk plat 
nomor sepeda motor dengan harga 40 ribu sedangkan untuk plat mobil 
dengan harga 90 ribu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhendi 


































selaku penjual plat nomor bahwa biasanya pembeli akan membayar ketika 
barangnya sudah jadi. Dan untuk masalah ijab qabul biasanya pembeli 
akan mengucapkan kata terima kasih kepada penjual. 
Objek yang diperjualbelikan adalah berupa plat nomor kendaraan 
bermotor dan tidak jarang pembeli akan membayar setengah harga 
terlebih dahulu dan ketika barang sudah benar-benar jadi maka pembeli 
tinggal melunasi kekurangannya. Pembayaran ini dilakukan secara tunai. 
Seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang 
sudah cakap maksudnya anak-anak kecil, orang sakit gila, dan orang 
bodoh dilarang melakukan akad jual beli. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis rata-rata orang yang melakukan akad jual beli 
sudah masuk dalam kategori kepala tiga. Bahkan dari mereka kebanyakan 
didominasi oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Akad jual beli 
haruslah dilakukan oleh orang-orang yang berakal agar tidak ada rasa 
saling menipu satu sama lain.  
Proses ijab qabul dilakukan pada saat transaksi dari jual beli ini 
dilakukan pada saat melakukan penarikan plat nomor yang sudah jadi dari 
penjual. Pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual sesuai 
dengan harga yang sudah  disepakati diawal untuk satubuah plat nomor 
kendaraan yang dipesan. Pembayaran akan dilakukan setelah barang 
sudah jadi juga berlaku untuk pemesanan online, telepon, dan sms. 
Pemesanan dengan melalui media online, sms dan telepon biasanya 
berlaku hanya pada saat penjual dan pembeli telah sama-sama saling 


































kenal sebelumnya. Praktik dari jual beli dengan cara pemesanan barang-
barang yang belum jadi bisa dikategorikan dalam dua jenis jual beli, yakni 
jual beli salam dan jual beli istishna’. 
Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
jual beli plat nomor di DKI Jakarta yang dilakukan melalui pemesanan 
online, sms dan telepon masuk kedalam kategori jual beli istishna’. 
Istishna’ merupakan suatu akad antara kedua belah pihak dimana pihak 
yang pertama sebagai (orang yang memesan atau konsumen) yang 
meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk 
dibuatkan suatu barang, seperti tas yang bahannya dari pihak kedua.
96
 
Pelat nomor menjadi barang yang harus ditanggung oleh penjual baik itu 
mengenai bahan dan pengerjaannya. 
Bahasa yang digunakan oleh penjual dan pembelipun sangat 
sederhana. Ketika proses jual beli telah selesai maka antara penjual dan 
pembeli saling mengucapkan terima kasih. Ungkapan ‚terima kasih‛ ini 
telah memberikan pemahaman bahwa kedua belah pihak telah saling 
sepakat terhadap barang (pelat nomor) yag diperjualbelikan baik 
mengenai harga, kualitas maupun jenisnya. Perwujudan dari ijab qabul 
bisa dalam beberapa bentuk kehendak dan kesepakatan bisa melalui 
ucapan, tindakan, maupun isyarat. 
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Dalam jual beli selalu berkaitan erat dengan sebuah perikatan, dan 
tentunya di dalamnya selalu berhubungan dengan pihak-pihak yang 
melakukan akad jual beli. Dengan hadirnya para pihak inilah yang 
menjadikan transaksi jual beli akan menjadi sempurna. Selain dengan 
adanya para pihak maka rukun dari jual beli salah satunya adalah dengan 
adanya objek yang diperjualbelikan dan sigha>t akad atau ijab qabul. 
Kios-kios yang berada di pinggir jalan menjadi tempat majelis 
dalam transaksi jual beli. Di kios ini pula proses kegiatan tawar menawar 
antara penjual dan pembeli dilakukan. Dalam transaksi jual beli plat 
nomor kendaraan ini tidak ada perjanjian khiyar antara pembeli dengan 
penjual. Sebelum transaksi berlanjut pembeli dipersilahkan untuk meneliti 
barang pesanannya terlebih dahulu. Dalam melaksanakan akad jual beli 
seharusnya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan harusnya 
berlandaskan atas dasar saling suka sama suka.  
Jual beli pelat nomor kendaraan di kota DKI Jakarta ini bisa 
dengan mudah langsung diberikan kepada pihak pembeli. Karena barang 
yang diperjualbelikan sudah berada ditangan penjual dan sebelumnya 
pembeli telah memilihnya. Dalam jual beli plat nomor ini, pembeli akan 
memesan plat yang tidak sesuai dengan STNK yang mereka miliki, hal 
inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh para penjual. Akan tetapi sebelum 
akad jual beli  ini dilanjutkan penjual akan memberikan informasi bahwa 
ini akan melanggar hukum dan apabila terjadi razia oleh polisi maka akan 


































terkena tilang. Biasanya pembeli akan memesan plat yang bisa ditempel 
dan dilepas dengan begitu saja. Karena hal tersebut akan sangat 
membantu. 
Menurut Bapak Supena bahwa selama mereka melakukan kegiatan 
penjualan plat nomor kendaraan bermotor tidak ada dari aparatur 
kepolisian untuk mengawasi dan mengontrol tentang jual beli tersebut 
namun akan tetapi ada beberapa oknum polisi yang terkadang hanya 
mengingatkan agar tidak memodifikasi dan memalsukan plat nomor yang 
mereka jual. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa jual beli ini digunakan 
untuk menipu para polisi untuk menghindari sistem ganjil genap yang 
berlaku. Sebenarnya hal ini bisa saja tidak dilakukan karena ada beberapa 
alternatif untuk menghindari sistem ini. Sistem ini digunakan untuk 
mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta maka salah satu cara untuk 
menghindari sistem ini adalah dengan menaiki kendaraan umum.  
Di Jakarta Pusat sendiri sudah dipasang kamera untuk mengetahui 
apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Jadi ketika ada pengendara yang 
nakal maka otomatis mereka akan terkena tilang, dan polisi langsung 
mendatangi rumahnya. Sistem ganjil genap ini adalah keberlanjutan dari 
sistem 3 in 1 atau setiap mobil harus ada penumpang minimal 3 orang. 
Akan tetapi sistem ini sering digunakan joki untuk memanipulasinya. 


































B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli 
Plat Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di 
Jakarta 
1. Analisis Hukum Islam Tehadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan 
Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di Jakarta 
Hukum Islam sangat memberikan kelonggaran kepada 
pemeluknya dalam membuat inovasi baru terhadap beberapa kegiatan 
mu>amalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar 
kebutuhan hidupnya terpenuhi. Asalkan bentuk dari mua>malah itu 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama Islam. 
Maka kegiatan mua>malah tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi 
semua orang. 
Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab 
sebelumnya rukun jua>l beli adalah sebagai berikut: 
1. Bai’ (penjual), dalam hal ini adalah penjual plat nomor kendaraan 
bermotor di kota DKI Jakarta. 
2. Mushtari (pembeli), dalam hal ini adalah pembeli plat nomor 
kendaraan bermotor di kota DKI Jakarta. 
3. Ma’qud ‘alaih (objek atau benda yang diperjual belikan), dalam 
hal ini adalah plat nomor kendaraan bermotor. 
4. S}i>ghat (ijab dan qabul), dalam hal ini adalah penyerahan barang 
secara suka sama suka antara penjual dengan pembeli. 


































Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1. Syarat pihak yang melakukan akad jual beli 
a. Baligh, penjual dan pembeli plat nomor ini rata-rata berusia 
25-40 tahun. 
b. Berakal (muma>yyiz), penjual dan pembeli adalah orang yang 
memiliki akal serta fikiran yang sehat. 
2. Syarat saling merelakan 
Syarat jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah 
pihak (penjual dan pembeli) saat melakukan transaksi, ini adalah 
syarat mutlak keabsahannya. Jika seseorang dipaksa untuk 
menjual barang miliknya maka penjualan yang dilakukan batal dan 
tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan. Dalam jual beli plat 
nomor kendaraan bermotor ini baik pihak penjual dan pembeli 
keduanya sama-sama saling suka dan merelakan. 
3. Syarat objek harus dimiliki sebelumnya 
Dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor pihak 
penjual sebelumnya telah memiliki barang yang akan diperjual 
belikan ini. Jika seseorang yang akan menjual barang orang lain 
tanpa adanya izin dari pihak yang memiliki maka akad jual beli 
tersebut dikatakan tidaklah sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli 
fiqih tasharruf fudhuli. 
 


































4. Syarat barangnya 
Barang yang akan diperjual belikan haruslah barang yang 
diperbolehkan oleh agama. Artinya tidak boleh menjual barang 
yang haram. Plat nomor merupakan barang yang halal dan tidak 
mengandung najis. Maka dari itu dilihat dari proses pembuatannya 
maka bahan-bahan yang terkandung di dalam plat nomor 
merupakan barang yang tidak mengandung najis sedikitpun. 
5. Syarat barang dapat diserahterimakan 
Barang dalam transaksi jual beli plat nomor ini bisa 
diserahkan, dilihat serta diraba oleh penjual dan pembeli. Jual beli 
ini juga tidak mengandung Tadhlis atau penipuan karena sudah 
sangat jelas sekali bahwa barang yang menjadi objek transaksi 
dalam jual beli tersebut dapat diserahterimakan dari penjual 
kepada pembeli. 
6. Syarat diketahui kedua belah pihak 
Syarat objek transaksi harus dilihat oleh kedua belah 
pihak. Maka tidaklah sah apabila menjual barang yang tidak jelas 
dan pembeli belum melihat dan belum mengertahui spesifikasi 
dari barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli Pelat nomor ini 
pembeli bisa memesan terlebih dahulu bagaimana bentuk dan 
spesifikasi dari barang yang akan dibelinya. Maka dari itu apabila 
barang yang dibelinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
dipesan maka pembeli bisa membatalkannya. 



































7. Syarat harga saat transaksi 
Harga saat transaksi dilakukan haruslah sudah jelas, maka 
tidaklah sah apabila menjual barang yang akan dibeli dengan harga 
yang disepakati di akhir. Dalam transaksi jual beli ini sudah jelas 
bahwa harga untuk plat motor dijual dengan harga 40 ribu dan 
untuk plat mobil dijual dengan harga 90 ribu. 
Sebagaimana yang telah ditentukan oleh agama Islam, maka 
seseorang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi 




1. Suka sama suka diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan 
pembeli. 
2. Status para pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak 
dicekal tindakannya), yaitu seseorang yang dewasa, berakal, 
merdeka dan bertindak lurus. 
3. Status dari penjual adalah pemilik barang atau sedang 
berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti wakilnya, penerima 
wasiatnya, walinya atau pengawasnya. 
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4. Barang yang diperjualbelikan itu sesuatu yang boleh dimanfaatkan 
tanpa adanya suatu hajat. Sehingga tidaklah sah menjual sesuatu 
yang dilarang untuk dimanfaatkan. 
5. Status dari objek tersebut bisa diserahterimakan, karena sesuatu 
barang yang tidak bisa diserahterimakan seolah-olah statusnya 
tidak ada. 
6. Status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan cara 
melihatnya dan menyaksikannya saat akad. 
7. Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang 
dijual dan mengetahui nilainya. 
Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi 
semua syarat-syarat dari jual beli tersebut. Persyaratan itu ada 
dikarenakan agar menghindari perselisihan yang akan timbul akibat 
adanya beberapa kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut. 
Bentuk-bentuk dari kecurangan dalam transaksi jual beli contohya 
dengan mengurangi timbangan, kemudian mencampur barang dengan 
komoditas baik dengan komoditas yang jelek, kemudian menjualnya 
dengan harga yang berkomoditas baik. Rasulullah SAW sangat 
melarang jaul beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan. 
Oleh karena itu seorang pedagang sangat dituntut untuk bersifat jujur 
dalam menjual barang dagangannya. 


































Dilihat dari sisi penyerahterimaan agama Islam mengharuskan 
barang yang bisa diserahterimakan, apabila barang tersebut tidak 
dapat diserahterimakan misalnya, menjual ikan-ikan yang masih 
berada di kolam, menjual buah yang masih berada di pohonnya, dan 
menjual burung yang masih terbang bebas di angkasa maka hukum 
dari jual beli tersebut tidaklah sah. Sebab semua contoh dari jual bei 
di atas mengandung unsur tipu daya. 
Plat nomor kendaraan bermotor bukanlah barang yang 
termasuk dalam kategori barang yang najis atau barang yang 
diharamkan oleh syara’. Menurut ketentuan syara’ barang yang 
diharamkan seperti jual beli riba, jual beli dengan uang yang 
diharamkan, jual beli dari hasil pencegatan barang ketika masih 
dijalan, jual beli buah anggur untuk dibuat menjadi minuman khamr, 
dan  juga jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
98
 
Kategori Istishna’ dalam jual beli pelat nomor kendaraan 
bermotor dapat dilihat dari perbedaan konsep jual beli salam dan jual 
beli istishna’ yaitu sebagai berikut: 
1. Objek barang dari Istishna’ harus diproduksi lebih dahulu, 
sedangkan objek dari salam bisa berupa barang apa saja baik harus 
diproduksi dahulu ataupun tidak. 
                                                          
98
 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 111-112 


































2. Harga pada saat akad isthisna’ tidak harus dibayar seleruhnya 
dahulu dimuka, akan tetapi dapat dicicil atau dibayar penuh 
dibelakang. Hal ini berbeda dengan akad salam yang harus dibayar 
penuh dimuka. 
3. Akad salam dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai 
produksi, sedangkan akad salam tidak dapat diputuskan secara 
sepihak. 
Ungkapan akad ijab qabul dalam jual beli direalisasikan dalam 
beberapa bentuk yang  berbeda-beda, tidak ada tanda atau bahasa 
tertentu. Masing-masing penjual plat nomor kendaraan memiliki cara 
pada saat melakukan akad jual beli dengan pembeli. Pihak pembeli 
langsung datang ke kios-kios yang berada di pinggir jalan dan 
melihat-lihat contoh plat nomor, kemudian ketika sudah mendapatkan 
barang yang sesuai dan cocok dengan keinginannya maka terjadilah 
proses tawar menawar anatara keduanya hingga disepakati dan 
mencapai kata mufakat antara keduanya. Dalam proses jual beli pelat 
nomor kendaraan bermotor tidak ada perjanjian khiyar antara penjual 
dengan pembeli, karena sebelum transaksi jual beli berlanjut pihak 
pembeli sudah diberikan kesempatan oleh penjual untuk meneliti 
barang dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah 
dibuatkan oleh penjual. 


































Ucapan bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk, yang 
terpenting mereka dapat saling memahami dan mengerti apa maksud 
dan apa tujuannya. Seringkali suatu akad bisa dikatakan sah meskipun 
tidak diucapkan, akan tetapi langsung dilakukan dengan tindakan 
antara kedua belah pihak yang mencerminkan sikap saling merelakan 
antara keduanya. Transaksi ini sering dikenal dengan ba’i almu’a>tha>h 
yaitu suatu ‚kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang 
menunjukkan kesepakatan tanpa diucapkannya ijab qabul‛.99 
Praktik dari jual beli plat nomor kendaraan bermotor tersebut, 
lebih sering dikenal dengan istilah al-‘Urf al-fi’li (dalam istilah yang 
lain disebut sebagai al-‘Urf al-amali) yaitu sejenis aktivitas atau 
pekerjaan yang seringkali atau biasa dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga dalam masyarakat dipandang sebagai norma sosial dalam 
masyarakat. Sebuah akad dalam jual beli akan menjadi pertalian 
terhadap barang yang diperjualbelikan. Keberadaan akad inilah yang 
akan mengurangi kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli.  
Dilihat dari segi yang lain objek dari jual beli sendiri harus 
mengandung unsur kemanfatan untuk orang lain. Islam sendiri 
melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan yang bisa 
merugikan salah satu pihak. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka 
transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi akad 
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yang fasad. Objek dari jual beli yang berupa pelat nomor ini menjadi 
hal yang penting dalam melakukan analisis menurut tinjaun hukum 
islam. 
Landasan dari transaksi jual beli dalam Islam haruslah 
berlandaskan pada unsur kemaslahatan. Syara’ tidak akan melarang  
jual beli dalam bentuk apapun kecuali jual beli yang mengandung 
unsur kerusakan atau kecurangan  di dalamnya seperti penipuan, atau 
transaksi tersebut berindikasi menimbulkan perselisihan atau 
permusuhan diantara kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk jual 
beli yang dilarang oleh hukum Islam karena sangat merugikan 
masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:
100
 
1. Menjual barang-barang yang haram 
2. Menjual barang yang digunakan untuk mengacaukan harga pasar 
3. Menjual barang curian 
4. Menjual dengan adanya syarat tertentu 
5. Menjual barang yang mengandung unsur penipuan atau gharar 
6. Menjual barang yang belum jelas misalnya jual beli ikan yang 
masih berada di kolam 
Dalam ketentuan hukum Islam, agama Islam mengenal istilah  
dengan adanya Haram Lighairihi yaitu bukan disebabkan oleh dzatnya 
barang yang haram, akan tetapi keharaman ini disebabkan oleh adanya 
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 Penyebab disini ialah bahwa para pelaku 
pemalsuan plat nomor memang sengaja menempel nomor palsu agar 
bisa menghindari sistem ganjil genap dan untuk mengecoh pihak 
kepolisian. Sesungguhnya awalnya ia masuk ke dalam barang yang 
halal akan tetapi karena ada penyebab-penyebab yang lain maka ia 
menjadi haram.  
2. Analisis Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Plat 
Nomor Kendaraan Bermotor Pada Sistem Perluasan Ganjil Genap di 
Jakarta 
Hal lain yang menjadi alasan dan faktor berkembangnya 
praktik jual beli plat nomor ini karena tidak adanya tindakan dari 
pihak yang berwenang terutamanya pihak kepolisian. Sehingga 
seolah-olah menjadi alasan bagi pihak penjual plat nomor untuk terus 
menjajakan barangnya untuk menjalankan bisnis jual beli plat 
kendaraan bermotor tersebut. Pemalsuan terhadap Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak bisa dibenarkan karena hal 
tersebut sudah sangat jelas telah melanggar Undang-Undang No 22 
Tahun 2009, tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan. 
Kurang tegasnya penegakan hukum yang ada di Indonesia 
membuat masyarakat cuek dengan hukum. Sehingga banyak 
masyarakat yang bersifat apatis terhadap pelanggaran lalu lintas 
termasuk juga dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor 
                                                          
101
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2016),63 


































yang dimodifikasi. Pemerintah sampai saat ini memang belum 
membuat peraturan yang mengatur langsung mengenai pembuatan 
plat nomor modifikasi, akan tetapi hanya memberikan sosialisasi dan 
penyampaian kepada masyarakat. Dalam pasal 280 TNKB 
menyatakan bahwa ‚setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB) yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang telah dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) 
dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)‛.102 
Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis tersebut maka 
penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kios 
pinggir jalan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari 
sistem ganjil genap. Dengan bermodalkan uang 90 ribu untuk 
membeli plat nomor maka masyarakat dengan mudahnya melewati 
jalan-jalan yang terkena dampak dari sistem perluasan ini. 
Banyak sekali alasan tersendiri bagi seseorang yang akan 
melakukan perubahan terhadap pelat nomor. Ada juga yang 
mengganti pelat nomor karena alasan akan terkena sanksi yang akan 
dijatuhkan karena plat nomor sudah kadaluarsa ada juga karena alasan 
ingin memodifikasi plat nomor. Hal ini sudah jelas bahwa pembeli 
sangat menghiraukan Undang-Undang tentang TNKB. 
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Dalam Undang-undang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
sudah dijelaskan bahwa surat TNKB harus memuat data kendaraan 
bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan 
masa berlaku. Apabila seorang pembeli membeli plat nomor yang 
berada dipinggir jalan maka pembeli tersebut sudah melanggar pasal 
68 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009. 
Tidak hanya itu saja dalam pasal 68 ayat (4) bahwa Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, 
bahan, warna, dan cara pemasangan. Apabila plat nomor yang 
dikeluarkan oleh SAMSAT sudah jelas terdapat logo dari kepolisian 
begitu pula warna, ukuran, bentuk sudah memenuhi persyaratan. 
Sedangkan plat nomor yang dikeluarkan oleh penjual di pinggir jalan 
sudah jelas tidak ada logo dari pihak kepolisian. 
Daripada harus membuat plat nomor kendaraan di SAMSAT 
dan harus membayar biaya pajak dua kali, maka mereka lebih senang 
dengan membeli plat yang bisa dipasang dan dicopot dengan 
mudahnya. Meskipun ada pihak kepolisian yang setiap hari berjaga 
maka dengan menggunakan nomor palsu ini mereka sulit sekali 
dikenali oleh kepolisian.  
Hal ini dilakukan dengan sengaja agar mengecoh pihak 
kepolisian para pelaku melakukan tindakan dengan melepas dan 
menempel plat nomor palsu agar bisa menghindari sistem ganjil genap 


































yang berlaku. Maka disinilah unsur Tadhlis atau penipuan dan 
pemalsuan dilakukan oleh pembeli plat nomor kendaraan bermotor. 
Apabila tidak ada masyarakat yang melapor maka sistem ini 
juga sama sekali tidak akan berjalan secara efektif. Maka dari itu 
berdasarkan data yang ada di lapangan banyak sekali masyarakat yang 
membeli plat nomor ini setelah ditanyai mengenai apakah mereka siap 
menanggung resiko atas kejadian ini maka mereka siap menanggung 
dan para penjual ketika ditanyai oleh penulis apakah mereka 
mengetahui Undang-undang yang berlaku mengenai izin untuk 
mengeluarkan plat nomor kendaraan bermotor tanpa ada izin dari 
pihak yang berwenang mereka mayoritas menjawab tidak mengetahui.  
Seperti yang dikatakan oleh bapak Rokip salah satu penjual 
plat nomor sepeda motor beliau mengatakan bahwa mereka hanya 
rakyat kecil dan berjualan plat nomor ini hanya untuk menghidupi 
keluarganya sebelumnya bapak rokip berjualan baju di Grand Mall 
Jakarta namun akibat persaingan yang begitu banyak akhirnya bapak 
Rokip mengalami kebangkrutan dan lebih memilih berjualan plat 
nomor kendaraan bermotor di pinggir jalan untuk menghidupi 
keluarganya. 
Alasan dari pembeli plat nomor agar tidak terkena sanksi 
Undang-Undang lalu lintas ini tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran 
dan moralitas masyarakat dalam bermuamalat menentukan sehatnya 
dunia bisnis hari ini dan esok hari. Akan tetapi, bagi sebagian pihak 


































yang merasa dengan adanya etika dalam bisnis hanya dirasakan 
sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan. Sehingga mereka 
melakukan berbagai cara agar meraup keuntungan sebanyak-
banyaknya. Agama Islam dengan keras sangat menentang 
ketidakjujuran, kecurangan serta penipuan. Apalagi penipuan yang 
yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang yang sudah 
berlaku. Agama Islam tidak melarang aktifitas jual beli akan tetapi 
apabila terdapat unsur penipuan dan kecurangan serta pemalsuan 
maka agama Islam sangatlah menentang dan mengharamkannya jual 
beli tersebut. 
Jual beli pelat nomor kendaraan bermotor merupakan jenis 
usaha yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur Tadhlis 
atau penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh Undang-
Undang positif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berlaku di Indonesia. Karena 
hal itu sangatlah mengggu ketertiban umum, mengganggu ketertiban 
identitas berkendara bermotor, serta mengecoh pihak kepolisian 
dalam menertibkan sistem ganjil genap yang berlaku di DKI Jakarta. 
Apabila hal tersebut masih tetap saja dilakukan maka pengendara 
akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 





































Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bab-bab 
sebelumnya, mengenai praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor 
pada sistem ganjil genap di Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktik jual beli plat nomor Kendaraan Bermotor pada Sistem 
Perluasan Ganjil Genap di Jakarta  yang diperbolehkan yaitu 
penjualan pelat nomor kendaraan bermotor yang sesuai dengan Tanda 
Nomor Kendaraan Bermotor. Proses dari jual beli diperbolehkan 
dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor yang 
resmi dari SAMSAT atau terjadi kerusakan dan kehilangan.  
2. Jual beli plat nomor kendaraan bermotor pada Sistem Perluasan 
Ganjil Genap di Jakarta yang dilarang yaitu jual beli yang di 
dalamnya ada identitas yang dipalsukan. Agama Islam sangat 
melarang bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung Tadhlis 
atau penipuan dan unsur pemalsuan. Pada ketentuan hukum Islam, 
konsep Islam mengenal dengan namanya istilah Haram Lighairihi 
yakni bukan disebabkan oleh dzatnya yang haram akan tetapi 
keharaman ini muncul disebabkan oleh adanya penyebab yang lain. 
Sebenarnya ia termasuk jual beli yang diperbolehkan akan tetapi



































karena adanya unsur pemalsuan yang sudah sangat jelas dilarang oleh 
Undang-Undang No. 22 tahun 2009 karena jual beli tersebut 
mengganggu ketertiban identitas berkendara dan mengecoh pihak 
kepolisian dalam menertibkan sistem ganjil genap yang berlaku di 
DKI Jakarta. 
B. Saran  
Dari praktik jual beli di atas maka penulis memberikan saran kepada 
beberapa pihak: 
1. Bagi pihak kepolisian penegakan hukum yang berlaku harus benar-
benar membuat pelanggar terhadap TNKB jera. Diperlukanya 
pengecekan secara rutin dan berkala agar agar pengguna kendaraan 
bermotor memiliki kesadaran akan pentingnya tertib dalam berlalu 
lintas. 
2. Bagi pihak samsat seharusnya pembuatan TNKB harus lebih 
dipercepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan. Perlu juga 
dipertimbangkan beberapa kerjasama antara pihak atau apatarur 
kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang pembuatan plat nomor 
kendaraan. 
3. Bagi penjual plat nomor kendaraan, seharusnya undang-undang yang 
berlaku harus menjadi patokan penjual untuk melayani pembeli. Jika 
penjual tidak bisa mengelak atas permintaan pembeli untuk 
memalsukan plat nomor kendaraan bermotor maka tidak ada salahnya 
jika mereka bekerjasama dengan aparat kepolisian. 



































4. Bagi pemilik kendaraan bermotor, sudah seharusnya dan seyogjanya 
sebagai warga negara yang taat pada hukum yang berlaku, dengan 
cara mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan peraturan lalu 
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